PESISIR SELATAN

1

lyi/

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(RENJA)
TAHUN 2025




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan.
Dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan
program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Peubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai
implementasi dari tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana
Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rencana
Kerja Tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah dan
pedoman untuk rencana tindak lanjut kegiatan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2025.

Dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Kerja
ini merupakan kegiatan yang merupakan juga solusi dari
persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan
terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan
partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa
diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan
dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat
bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Badan

Kesatuan dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta



perananannya masing-masing dalam upaya peningkatan

pelayanan kepada masyarakat.

Painan, 1 September 2025
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Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan
rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun yang
direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
menunjang pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Program dan
kegiatan dalam rancangan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir Selatan masih bersifat indikatif yang diselaraskan
dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan
kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen
terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan
dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan merupakan tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang proses penyusunannya mengacu
pada rancangan awal RKPD, untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan membentuk tim penyusun Perubahan Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang
bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Perubahan
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sampai
dengan penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun
lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan
kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis

Perangkat Daerah.

Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
1
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Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, bahwa seluruh Perangkat Daerah Wajib menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah setiap tahun yang merupakan hasil kesepakatan
seluruh  stakeholder. Renja Perangkat Daerah disusun dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik dimana harus
ada keseimbangan antara perencanaan teknokratis, partisipatif, politis,

bottom-up serta top-down.

Dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menjabarkan visi dan misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah
pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politk serta penyusunan
kebijakan lingkungan Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan pada Tahun 2025. Disamping itu, Renja yang disusun juga
ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Badan
Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah
dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan. Peningkatan
keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di

Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik adalah “ Terwujudnya Tata Kelola Badan
Kesbangpol Yang Efisien dan Berkinerja Tinggi Untuk Mewujudkan
Kehidupan Bermasyarakat Yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan

HAM”. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan rancangan
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Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut:

1.

1.2.

Berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rangkaian kegiatan yang
simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari
rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

Substansi rancangan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politk Kabupaten Pesisir Selatan memuat evaluasi status, kedudukan
kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap
Renstra, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu, rumusan
tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber
dananya dan prakiraan maju;

Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan
atas pertimbangan unsur pemerintahan umum yang memerlukan
prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-
masing OPD;

Rancangan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan selesai disusun dan disampaikan kepada

Kepala Daerah melalui Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan;

LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum Renja Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi



10.

11.

12.

13.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
Nomor [, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 235);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 182 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

pembangunan daerah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi

tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
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Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun
2025.

Penyusunan dan Penerapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025

ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana
program dan kegiatan pembangunan di bidang Kasatuan Bangsa dan
Politik;

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pada Badan Kesatuan bangsa
dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan
cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur;

3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di Badan Kesatuan bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah

kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan.

a. Tujuan
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun untuk menentukan arah

dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan,

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki,
dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang
ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan
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Anggaran;

2. Menunjukan keterikatan antara pencapaian prestasi kinerja yang akan
di capai;

3. Menentukan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi
daerah;

4. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

S. Menunjukan keterikatan antara pencapaian prestasi kinerja yang akan
dicapai.

Meningkatkan efisiensi dan transparansi penganggaran.

Meningkatkan flexibelitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan
Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika
penulisan.
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, proses penyusunan Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, keterkaitan antara Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dengan dokumen RKPD, Renstra
Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik dengan Renja K/L dan
Renja Propinsi.

1.2 Landasan Hukum



1.3

1.4

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan daerah dan ketentuan peraturan yang
mengatur kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan
penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta susunan garis besar

isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Peubahan Renja Perangkat Daerah Tahun

2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksananaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun
lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah di
sahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan
Kesatuan Bangsa tahun-tahun sebelumnya. Review hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
tahun 2023, dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau realisasi APBD untuk

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
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Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1.

2.2

2.3

2.4

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/kelauran yang direncanakan;

. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi  program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncakan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan.
Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
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Berisikan wuraian mengenai proses yang dilakukan yaitu
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan, penjelasan temuan-temuan setelah proses
tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan

rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengantugas pokok dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP
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BAB II
HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah penjabaran perencanaan
tahunan dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang
telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil
apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025 dan perkiraan target
tahun 2026. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik  dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja OPD dibandingkan dengan capaian
target kinerja Rencana Strategis OPD.

1. Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

tidak memenuhui target kinerja 100%, realisasi kinerja pada program

ini yaitu sebesar 95%, hal ini dikarenakan sub kegiatan pada Program
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Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada

beberapa yang tidak memenuhui target kinerja, yaitu:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
tidak terealisasi target kinerjanya karena tidak adanya undangan
pelatihan pelatiahan intelijen (Pendidikan pelatihan pegawai).

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya dengan indikator program persentase hasil pembinaan
dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya tidak
dapat memenuhui target kinerja dikarenakan target kinerja yang

direncanakan tidak terlaksana karena tidak ada anggaran.

Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
a. Penyelenggaraan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan
Etika Serta Budaya Politik dilakukan melalui 1 Kegiatan dan 1 sub
kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan. Total anggaran untuk program ini adalah
sebesar Rp.19.998.858.085,- dan terealisasi sebesar
Rp.1.736.352.851,- (8,68%) Pada Program Peningkatan Peran Partai
Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik capaian kinerja 100%.
Dalam pencapaian Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan
Etika Serta Budaya Politik ini telah dilaksanakan
1) Penyaluran bantuan keuangan kepada 13 Partai Politik dan telah
diselenggarakannya Bimbingan Teknis oleh 13 Partai Politik
terhadap kader dan masyarakat.

2) Penyaluran dana untuk Bawaslu adalah sebesar Rp200.000.000,-,
sedangkan untuk KPU adalah sebesar Rp500.000.000,-.
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. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
telah memenuhui target kinerja sebanyak 63 Ormas dan terealisasi
sebanyak 63 Ormas maka capaian kinerja untuk program ini adalah
100%, meskipun tidak adanya anggaran untuk Program
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ini (Rp
0,-).

. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial ini memiliki
indikator kinerja persentase konflik yang ditangani. Realisasi target

kinerja untuk program ini dapat tercapai 100%.

Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan:

a. Penyelenggaran Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan dilakukan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan dengan Sub kegiatan pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan dengan total anggaran Rp. 68.117.800,- dengan realisasi
Rp. 68.025.800,- atau 99,86% dengan indikator kinerjanya yaitu:
Jumlah Masyarakat yang Meningkat Wawasan Kebangsaannya dan
tercapainya target kinerja sebanyak 589 Orang maka capaian kinerja
pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

adalah 117,8%

Faktor — faktor yang menyebabkan tidak terpenuhi capaian capaian

target kinerja.

Adapun faktor — faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya capaian

target kinerja yaitu :
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a. Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya Tidak ada anggran sehingga target kinerja tidak
dapat terpenuhi.

b. Tidak dapat terlaksana dikarenakan tidak adanya pemanggilan atau
undangan peserta untuk mengikuti diklat intelijen pada program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Implikasi yang timbul terhadap capaian target program

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah
yang berupaya dalam pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah
masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat
kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham
keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik
lahan dan sumber daya alam. Selain itu juga akan diupayakan
penguatan kerukunan antar umat beragama dan penganut aliran
kepercayaan dalam menjaga ketahanan bangsa.

Memperkuat karakter kebangsaan, pemantapan wawasan
kebangsaan, ideologi pancasila, pembauran kebangsaan, kesadaran dan
kemanpuan bela negara serta pembangunan karakter bagi masyarakat.

Optimalisasi pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan
remaja. Koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, penegak hukum
serta tokoh-tokoh masyarat perlu untuk di optimalkan guna mencegah
merebaknya penyakit masyarakat dan kenakalan remaja, termasuk
didalamnya pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras,
tawuran, perjudiaan serta pelecehan seksual.

Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat perlu dilakukan
optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan
moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi. Selain itu

penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai
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mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu menjadi
perhatian bagi pemerintah daerah.

Pemantapan implementasi reformasi birokrasi pada hakekatnya
adalah upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintah. Dengan  meningkatnya  kualitas  penyelenggaraan
pemerintah, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan
publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintah.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran terhadap faktor

penyebab tersebut.

- Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Nasional dan fasilitasi/Upaya
penanganan konflik sosial.

- Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah
terbentuk antara lain, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Farum Pembauran
Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK),
Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim
Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial (TIMDU PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
(TKDPD), Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi.

- Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-
nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang
multi kultur.

- Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama.

- Melaksanakan pembekalan bagi operatur dan masyarakat terkait
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) dan Penyakait Masyarakat lainnya.
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- Meningkatkan kehidupan harmoni gotong royong, menjunjung nilai-
nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat.

- Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus
partai politik.

- Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi

kemasyarakatan.
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Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Pesisir Selatan

Perkiraan Realisasi Capaian

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Tareet Renstra Peranekat
Target Target dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target D 8 h s/d Tahun B g |
Kinerja Kinerja bropie aerah s/d Tahun Berjalan
Urusan/Bidang Urusan . - Capaian Hasil & .
Pemerintahan Indikator Kinerja Program Program o Kegiatan Realisasi
Kode Program (outcome) / & g Targ'et Reallsfa5| (Renja Capaian Tingkat
Daerah Dan Program/ Kegiatan (output) (Renstra dan Renja Renja Tinakat Perangkat b d Capai
Kegiatan Perangkat | Keluaran | perangkat | Perangkat | _ o o rogram dan apaian
- Realisasi Daerah Kegiatan s/d Realisasi
Daerah) Kegiatan Daerah Daerah (%) Tahun n-1) Tahun Target
Tahun 2023 | s/ddengan | Tahun(n- | Tahun (n- ’ Berjalan Renstrga (%)
tahun (n-3) 2) 2) (Tahdn n-1) ’
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
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Persentase
Perencanaan, . .
Penzangearan. dan Sinkronisasi
01| o1 | 2.01 Eval‘i as‘fiinerj’a Perencanaan dan 100% N/A 100% 99,87% 99,87% 100% 99,89% 99,89%
Pelaksanaan Kinerja
AR DS Perangkat Daerah
00 Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen 4 4
01| 01 | 2.01 Perencanaan Perencanaan 8 Dokumen N/A 100% 4 Dokumen 8 Dokumen 100%
01 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dokumen | Dokumen
Administrasi Persentase Tertib
01 | 01 | 2.02 Keuangan Perangkat Administrasi 100% N/A 100% 97,25% 97,25% 100% 95,74% 95,74%
Daerah Keuanngan
. . Jumlah Orang yang 22 22
01| 01 | 2.02 00 Penyed|aan Gaji dan Menerima Gaji dan 22 N/A Orang/Bul | Orang/Bul 100% 22 22 100%
01 | Tunjangan ASN . Orang/Bulan Orang/Bulan | Orang/Bulan
Tunjangan ASN an an
. Jumlah Dokumen
Penyediaan Hasil Penyediaan
01| o1 | 2.02 | 90 | Administrasi Administrasi 24 N/A 12 12 100% | 12 Dokumen | 24 Dokumen 100%
02 | Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Dokumen Dokumen | Dokumen
ASN ASN
pamsstorng | P Tt
01 | 01 | 2.03 Milik Daerah pada .. g 85% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Perangkat Daerah Milik Daerah pada
& Perangkat Daerah
00 | Pengamanan Baran Jumlah Dokumen
01| o1 | 2.03 ne € | Pengamanan Barang | 1 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02 | Milik Daerah SKPD i
Milik Daerah SKPD
Administrasi er:ﬁ:iziizs-:-ertlb
01 | 01 | 2.05 Kepegawaian 85% N/A 85% 70% 82,35% 100% 0% 0%

Perangkat Daerah

Kepegawaian
Perangkat Daerah
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Peningkatan Sarana

Jumlah Unit

01| o1 | 2.05 8(1) dan Prasarana Disiplin Zzz'gf:::fannzara”a 2 Unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pegawai L .
Disiplin Pegawai
00 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian
01| 01 | 2.05 02 Dinas beserta Atribut Dinas beserta Atribut 1 Paket N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kelengkapannya Kelengkapan
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Berdasarkan Tugas
01| 01 | 2.05 00 | Pelatihan Pegawai dan Fungsi yang 3 Orang N/A 1 Orang 8 Orang 800% 2 Orang 0 Orang 0%
09 | Berdasarkan Tugas Mengikuti
dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan
Administrasi Umum Persentase Tertib
01| 01 | 2.06 Y e Administrasi Umum 85% N/A 85% 92,26% 108,5% 100% 99,96% 117,6%
Perangkat Daerah
. Jumlah Paket
Penyediaan .
00 | Komponen Instalasi Komponen Instalasi
01| 01 | 2.06 01 | Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 14 Paket N/A 7 Paket 12 Paket 171,43% 7 Paket 19 Paket 135,7%
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
00 | Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan
01| 01 | 2.06 04 | Logistik Kantor Logistik Kantor yang 8 Paket N/A 4 Paket 8 Paket 200% 4 Paket 12 Paket 150%
Disediakan
00 Penyediaan Barang Jcirgignpjzﬁt Barang
01| 01 | 2.06 05 Cetakan dan Penggandaan yang 8 Paket N/A 4 Paket 8 Paket 200% 4 Paket 12 Paket 150%
Penggandaan .o
Disediakan
. Jumlah Dokumen
00 Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan 4 )
01| 01 | 2.06 Bacaan dan Peraturan 8 Dokumen N/A 50% 4 Dokumen 6 Dokumen 75%
06 Peraturan Dokumen | Dokumen
Perundang-Undangan Perundang-

Undangan yang
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Disediakan

Jumlah Laporan

01| 01 | 2.06 gg _T_zsr::ag Kunjungan Fasilitasi Kunjungan 2 Laporan N/A 1 Laporan | 2 laporan 200% 1 Laporan 3 Laporan 150%
Tamu
Jumlah Laporan
00 Penyelenggaraan Penyelenggaraan
01| 01 | 2.06 Rapat Koordinasi dan . 8 Laporan N/A 4 Laporan | 2 Laporan 50% 4 Laporan 6 Laporan 75%
09 Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Persentase
01| o1 | 2.07 Milik Daerah Ketersediaan Barang 85% N/A 85% 48,22% | 56,73% 100% 85,46% 100,5%
Penunjang Urusan Milik Daerah Sesuai
Pemerintah Daerah dengan Perencanaan
01| o1 | 2.07 8(5) Pengadaan Mebel i‘;’:g'a;:ea dﬁgigffbe' 123 Unit N/A 75 Unit 35 Unit 46,7% 48 Unit 83 Unit 67,48%
Jumlah Unit
01| 01 | 2.07 | 90 | Pengadaan Peralatan | Peralatan dan Mesin 42 Unit N/A 40Unit | 15 Unit 37,5% 2 Unit 17 Unit 40,48%
06 | dan Mesin Lainnya Lainnya yang
Disediakan
. Persentase
Penyediaan Jasa Ketersediaan Baran
01| 01 | 2.08 Penunjang Urusan Milik Daerah Sesuaig 100% N/A 100% 93,85% 93,85% 100% 98,07% 98,07%
Pemerintahan Daerah
dengan Perencanaan
Jumlah Laporan
00 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
01| 01 | 2.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 2 Laporan N/A 2 Laporan | 2 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 150%
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
00 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
01 | 01 | 2.08 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 2 Laporan N/A 2 Laporan | 2 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 150%

04

Kantor

Kantor yang
Disediakan
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Pemeliharaan Barang
Milik Daerah

Persentase Barang Milik

01 | 01 | 2.09 k Daerah yang Berkondisi 85% N/A 85% 99,53% 117,09% 100% 99,18% 117,09%
Penunjang Urusan Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
01| 01 | 2.09 | 00 | Pemeliharaan, dan Pajak | atau Kendaraan 5 Unit N/A 4 Unit 3 Unit 75% 1 Unit 4 Unit 80%
01 Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Penyefhaan Jasa. Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya . .
. . Dinas Operasional
00 Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan van
01| 01 | 2.09 dan Perizinan au apangan yang 4 Unit N/A N/A N/A N/A 4 Unit 4 Unit 100%
02 . Dipelihara dan
Kendaraan Dinas . .
. dibayarkan Pajak dan
Operasional atau .
Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Mebel
00 Jumlah Mebel yang .
01 | 01 | 2.09 05 Dipelihara 10 Unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan
01 | 01 | 2.09 06 Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 20 Unit N/A 10 Unit 18 Unit 55,56% 10 Unit 28 Unit 140%
Lainnya Dipelihara
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabili | Prasarana Gedung
00 tasi Sarana dan Kantor atau
01 | 01 | 2.09 10 Prasarana Gedung Bangunan Lainnya 4 Unit N/A 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 4 Unit 100%
Kantor atau Bangunan | yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilit
asi
Program Penguatan J:r:la“:;\:l]?;yi;:kat
01 | 02 Idiologi Pancasila dan :’Nai ol = 500 Orang N/A 500 Orang | 500 Orang |  100% 500 Orang | 589 Orang 117,8%
Karakter Kebangsaan
Kebangsaannya
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Perumusan Kebijakan
Teknis dan

Jumlah
Penyelenggaraan

Pemantapan Pendidikan Ideologi, 21 19 0 0
01 | 02 | 2.01 93 EllsErear ErAE Wawasan 42 Upacara N/A Uprea Uprea 90,48% 21 Upacara 40 Upacara 95,24%
Ideologi Pancasila dan | Kebangsaan dan
Karakter Kebangsaan Karakter Bangsa
Penyusunan Program Jumlah Dokumen
Kerja di Bidang Program Kerja di Bidang
Ideologi Wawasan Ideologi Wawasan
00 Kebangsaan, Bela EEbangSEan’liela
01| 02 | 2.01 Negara, Karakter cgars, haraxter 2 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01 Bangsa, Pembauran
Bangsa, PembaLfran Kebangsaan, Bhineka
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan Sejarah
Tunggal lka dan Kebangsaan yang
Sejarah Kebangsaan disusun
Perumusan Kebijakan Jumléh Ifel?uakan
. o Teknis di Bidang
Teknis di Bidang .
. Ideologi Wawasan
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela
00 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
01| 02 | 2.01 Negara, Karakter gara, 2 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02 Bangsa, Pembauran
Bangsa, Pembauran .
. Kebangsaan, Bineka
Kebangsaan, Bhineka
Tunggal lka dan
Tunggal Ika dan .
. Sejarah Kebangsaan
Sejarah Kebangsaan .
yang Disusun
Pelaksanaan Kebijakan | Jumlah Orang yang
di Bidang Ideologi Mengikuti Pelaksanaan
Wawasan Kebijakan di Bidang
o | Kebangsazn, Bela | FE008 PO
01| 02 | 2.01 03 Negara, Karakter Negara, Karakter 50 Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika, dan
Sejarah Kebangsaan

Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
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Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela

Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi
di Bidang Ideologi
Wawasan

o1 | 02 | 201 | % | Negara, Karakter Kebangsaan, Bela 1500 Orang N/A 500 Orang | 500 Orang |  100% 500 Orang | 1000 Orang | 66,67%
04 Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
. Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka .
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka, dan
Sejarah Kebangsaan Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Evaluasi Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan di dan Pelaporan di
Bidang Ideologi Bidang Ideologi
00 Wawasan Wawasan
01| 02 | 201 05 Kebangsaan, Bela Kebangsaan, Bela 2 Laporan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Negara, Karakter Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka, dan Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Keluarga
yang Mengikuti
Pembentukan dan Pembentukan dan
Penumbuhan Karakter | Penumbuhan
Keluarga Melalui Karakter Keluarga
Peningkatan Melalui Peningkatan
Kesadaran Masyarakat | Kesadaran
00 akan Pentingnya Masyarakat Akan
01| 02 | 201 06 Penghayatan dan Pentingnya 75 Keluarga N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pengamalan Pancasila | Penghayatan dan
dalam Semua Aspek Pengamalan

Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara

Pancasila dalam
Semua Aspek
Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara
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Program Peningkatan Persentase
Peran Partai Politik Pemahaman Politik
Dan Lembaga dikalangan
Pendidikan Melalui masyarakat/aparatur
01| 03 Pendidikan Politik Dan | daerah serta 85% N/A 85% 113% 132,9% 85% 100% 117/6%
Pengembangan Etika terciptanya stabilitas
Serta Budaya Politik politik pemerintahan
yang kondusif di
daerah
Jumlah Dokumen
Perumusan Kebijakan Keglf}tan Prumgsan
. Kebijakan Teknis dan
Teknis dan
Pemantapan
Pemantapan .
. Pelaksanaan Bidang
Pelaksanaan Bidang . ..
L " Pendidikan Politik,
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik
Etika Budaya Politik, _ v '
. Peningkatan
Peningkatan . S
Demokrasi, Fasilitasi Lzl s, sl 2 4
01|03 | 2.01 ! Kelembagaan 4 Dokumen N/A 200% 2 Dokumen 6 Dokumen 150%
Kelembagaan Dokumen | Dokumen

Pemerintahan,
Perwakilan, dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik

Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemelihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
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Penyusunan Program
Kerja di Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,

01| 03 | 201 8(1) Pemerintahan, Perwakilan dan 2 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Perwakilan dan Partai Partai Politik,
Politik, Pemilihan Pemilihan
Umum/ Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, | Umum Kepala
serta Pemantauan Daerah, serta
Situasi Politik di Pemantauan Situasi
Daerah Politik di Daerah

yang Disusun
Jumlah Kebijakan di
Penyusunan Bahan . -
" Bidang Pendidikan
Perumusan Kebijakan " .
o L Politik, Etika Budaya
di Bidang Pendidikan i, .
. . Politik, Peningkatan
Politik, Etika Budaya . e
s . Demokrasi, Fasilitasi
Politik, Peningkatan
. e Kelembagaan
Demokrasi, Fasilitasi .
Pemerintahan,
00 Kelembagaan Perwakilan dan
01| 03 | 201 02 Pemerintahan, Partai Politik, 2 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/ Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
yang Disusun
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Pelaksanaan Kebijakan
di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan

Jumlah Orang yang
Mengikuti
Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi

00 | Pemerintahan, Kelembagaan
01103201 03 | Perwakilan, dan Partai | Pemerintahan, 1100 Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Politik, Pemilihan Perwakilan dan
Umum/Pemilihan Partai Politik,
Umum Kepala Daerah, | Pemilihan
Serta Pemantauan Umum/Pemilihan
Situasi Politik di Umum Kepala
Daerah Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
Pelaksanaan Jumla_h ofa”g ya|_qg .
L Mengikuti Koordinasi
Koordinasi di Bidang . -
- " di Bidang Pendidikan
Pendidikan Politik, " .
. o Politik, Etika Budaya
Etika Budaya Politik, . .
. Politik, Peningkatan
Peningkatan . e
. e Demokrasi, Fasilitasi
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Kelembagaan .
01| 03 | 201 | % | pemerintahan Pemerintahan, 78 Oran N/A 520Orang | 52Oran 100 26 Oran 78 Oran 100%
’ 04 ! Perwakilan dan g g & g & ’

Perwakilan, dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
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Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan

01| 03 | 2.01 82 Pemerintahan, Pemerintahan, 6 Laporan N/A 2 Laporan | 2 Laporan 100% 2 Laporan 4 Laporan 66,67%
Perwakilan, dan Partai | Perwakilan dan
Politik, Pemilihan Partai Politik,
Umum/Pemilihan Pemilihan
Umum Kepala Daerah, | Umum/Pemilihan
serta Pemantauan Umum Kepala
Situasi Politik di Daerah, serta
Daerah Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
Program Ormas yang
Pemberdayaan Dan melaksanakan
01 | 04 Pengawasan aktivitas sesuai 63 Ormas 41 Ormas 17 Ormas 17 Ormas 100% 5 Ormas 63 Ormas 100%
Organisasi .
Kemasyarakatan SELC
Jumlah Dokumen
Perumusan Kebijakan Kegiatan
Teknis dan Perumusan Kebijakan
Pemantapan Teknis dan
01 | 04 | 2.01 HEELSEIEEDEL IS I TERE 6 Dokumen | 2 Dokumen 2 2 100% 2 Dokumen | 6 Dokumen 100%
Pemberdayaan dan Pelaksanaan Bidang Dokumen | Dokumen

Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

27



Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Jumlah Dokumen
Program
Penyusunan Program Kerja di Bidang
Kerja di bidang Pendaftaran Ormas,
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
00 Pemberdayaan Ormas, | Ormas,
01| 04 | 2.01 o1 Evaluasi, dan Mediasi Evaluasi dan Mediasi 2 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sengketa Ormas, Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di dan
Daerah Ormas Asing di
Daerah
yang Disusun
Jumlah Kebijakan di
Penyusunan Bahan .
. Bidang Pendaftaran
Perumusan Kebijakan Ormas
di bidang Pendaftaran !
Pemberdayaan
00 Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
01| 04 | 2.01 Ormas, Evaluasi, dan e 1 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02 . Mediasi Sengketa
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Ormas dan Ormas Asing di Daerah yan
Asing di Daerah . & yang
Disusun
Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Kebijakan Mengikuti
S Pelaksanaan
di bidang Pendaftaran " .
Kebijakan di Bidang
Ormas, Pemberdayaan
00 | Ormas, Evaluasi, dan Pendaftaran Ormas,
01| 04 | 2.01 03 | Mediasi Sengketa Pemberdayaan. 65 Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ormas, Evaluasi dan
Ormas, Pengawasan .
Mediasi Sengketa
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah Ormas, Pengawasan
J Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
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Pelaksanaan Jumlah Ofa”g yaﬁg .
A Mengikuti Koordinasi
Koordinasi Dibidang .
di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
00 . L Pemberdayaan
01| 04 | 2.01 Evaluasi, dan Mediasi . 1750 Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04 Ormas, Evaluasi dan
Sengketa Ormas, .
Mediasi Sengketa
Pengawasan Ormas
. . Ormas, Pengawasan
dan Ormas Asing di
Daerah Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan o .
N ) Monitoring, Evaluasi
Monitoring Evaluasi .
dan Pelaporan di
dan Pelaporan Bidang Pendaftaran
Dibidang Pendaftaran €
00 | Ormas, Pemberdayaan Ormas,
01| 04 | 2.01 ! . Pemberdayaan 6 Laporan 2 Laporan 2 Laporan | 2 Laporan 100% 2 Laporan 6 Laporan 100%
05 | Ormas, Evaluasi, dan .
. Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa o
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah Ormas dan Ormas
& Asing di Daerah
. Persentase Hasil
Program Pembinaan .
dan Pengembangan ASlEEL)

01 | 05 g & . Pengembangan 85% N/A 85% 85% 100% 85% 100% 117,65%
Ketahanan Ekonomi, .
Sosial dan Budava Ketahanan Ekonomi,

¥ Sosial dan Budaya
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Jumlah

o1 |05 | 201 Pemantapan Penyelenggaraan 7 Kali N/A 6 Kali 6 Kali 100 1 Kali 7 Kali 100%
Pelaksanaan Bidang Pencegahan dan
Ketahanan Ekonomi, Pengawasan Pekat
Sosial dan Budaya
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Penyusunan Program
Kerja di Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, dan
Fasilitasi Pencegahan

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan

01| 05 | 201 | 90 | Penvalagunaan Penyalagunaan 4 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01 | Narkotika, Fasilitasi . I
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Kerukunan
Beragama dan
UmatBeragama dan
Penghayat
. Penghayat
Kepercayaan di .
Kepercayaan di
Daerah .
Daerah yang Disusun
Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan di
Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan
di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan
00 Pencegahan Penyalagunaan
01| 05 | 201 02 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 4 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Kerukunan Umat Beragama dan
Beragama dan Penghayat
Penghayat Kepercayaan di
Kepercayaan di Daerah yang Disusun
Daerah
Pelaksanaan Kebijakan | Jumlah Orangyang
di Bidang Ketahanan Mengikuti
Ekonomi, Sosial, Pelaksanaan
Budaya, dan Fasilitasi | Kebijakan di Bidang
Pencegahan Ketahanan Ekonomi,
00 | Penyalagunaan Sosial, Budaya dan . .
01| 05 | 2.01 03 | Narkotika, Fasilitasi Fasilitasi Pencegahan 80 Orang N/A 40 Orang | 530 0rang 1325% 40 Orang 570 Orang 712,5%

Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
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Daerah

Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, dan
Fasilitasi Pencegahan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi
di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan

00 | Penyalagunaan
01| 05 | 2.01 04 | Narkotika, Fasilitasi Penyalzj\gunaah. . 500 Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Kerukunan Umat
Beragama dan
Beragama dan
Penghayat
. Penghayat
Kepercayaan di .
Kepercayaan di
Daerah
Daerah
Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Ekonomi, Sosial,
Budaya, dan Fasilitasi Budaya dan Fasilitasi
01| 05 | 2.01 00 | Pencegahan Pencegahan 4 Laporan N/A 2 Laporan | 2 laporan | 2 Llaporan 2 Laporan 4 Laporan 100%
05 | Penyalagunaan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Kerukunan Umat
Beragama dan Beragama dan
Penghayat Penghayat
Kepercayaan di Kepercayaan di
Daerah Daerah
Program Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional dan Persentase Konflik
01 | 06 Peningkatan Kualitas 100% N/A 100% 100% 100% 100 100% 100%

dan Fasilitasi
Penanganan Konflik
Sosial

yang ditangani
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Perumusan Kebijakan
Teknis dan

Pelaksanaan Persentase
01| 06 | 2.01 Pemantapan Rekomendasi 100% N/A 100% 100% 100% 100 100% 100%
Kewaspadaan Penanganan Konflik
Nasional dan yang ditindaklanjuti
Penanganan Konflik
Sosial
Jumlah Dokumen
Penyusunan Program Program Kerja di
Kerja di Bidang Bidang Kewaspadaan
Kewaspadaan Dini, Dini, Kerja Sama
Kerjasama Intelijen, Intelijen,
Pemantauan Orang Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja
00 | Asing dan Lembaga Asing dan Lembaga
01106 | 201 01 | Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan 2 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah yang
Disusun
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Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan
di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja

Jumlah Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga

01| 06 | 2.01 8(2) Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 2 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
Penanganan Konflik di | di Daerah yang
Daerah Disusun
Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Kebijakan | Mengikuti
di Bidang pelaksanaan
Kewaspadaan Dini, Kebijakan di Bidang
Kerjasama Intelijen, Kewaspadaan Dini,
Pemantauan Orang Kerja Sama Intelijen,
Asing, Tenaga Kerja Pemantauan Orang
00 | Asing dan Lembaga Asing, Tenaga Kerja
01106 201 03 | Asing, Kewaspadaan Asing dan Lembaga >0 Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah
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Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja

Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi
di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja

00 | Asing danLemb .
01| 06 | 2.01 s!ng an tembaga Asing dan Lembaga 120 Orang N/A 60 Orang | 675 Orang 1125% 60 Orang 735 Orang 612,5%
04 | Asing, Kewaspadaan .
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
I Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi e
. Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang .
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
. . | Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di .
Daerah Penanganan Konflik
di Daerah
Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja sama Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Intelijen,
Orang Asing, Tenaga Pemantauan Orang
01| 06 | 2.01 00 | Kerja Asing dan Asing, Tenaga Kerja 4 Laporan N/A 2 Laporan | 2 Laporan 100% 2 Laporan 4 Laporan 100%
’ 05 | Lembaga Asing, Asing dan Lembaga P P P ’ P P ’
Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di | Penanganan Konflik
Daerah di Daerah
Jumlah Dokumen
00 Pelaksanaan Forum Hasil Pelaksanaan
01| 06 | 2.01 06 Koordinasi Pimpinan Forum Koordinasi 2 Dokumen N/A N/A N/A N/A 2 Laporan 2 Laporan 100%

Daerah Provinsi

Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota
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2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Paraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Paraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dan Perauran Bupati Pesisir Selatan Nomor 141 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksanaan urusan
pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 141 tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik pasal 4 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah

Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam melaksakan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan

2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan

PerUndang-Undangan.
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. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasioal dan
penanganan konflik sosial dengan ketentuan peraturan PerUndang-

Undangan.

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Ideologi
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragamam, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan

ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa

Kabupaten

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
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Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi iitai)ic:i:
SPM/
No. Indikator Standar | IKK Tahun Tahun | T@hun
Nasional Tahun 2022 | Tahun2023 | Tahun2024 | 2025 | Tahun2022 | Tahun2023 | o~ | 2025
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn (thn n-2) (thn n-1) (thn
(thn n)
n+1) n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Nilai AKIP A A A
1. Perangkat Daerah BB (72) A (81) A (81,2) (81.5) A (80,26) A (81,89) (81,2) (81,5)
Nilai Kematangan
2. Inovasi Perangkat 100 100 100 100 - 87 100 100
Daerah
a. Cakupan
Pencegahan atau 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% | 100%
Tangkal Dini
Konflik
3. | b. Cakupan
Peningkatan
Pendidikan
N/A 30% 30% 35% N/A 40% 35% 35%
Wawasan
Kebangsaan dan
Pendidikan Politik
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2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis

yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pokok

perhatian Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

berdasarkan tugas pokok dan fungsi antara lain :

a)

b)

d)

Mulai melunturnya / menurunnya jiwa bela negara dan wawasan

kebangsaan pada generasi yang di sebabkan oleh :

v' Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan
nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila.

v’ Terjadinya globalisasi dan digitalisasi

<\

Munculnya bibit-bibit fanatisme dan radikalisme
v Masih belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan ideolog,
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
Masih tingginya kasus kenakalan remaja dan penyakit masyarakat
yang disebabkan oleh :
v' Masih rendahnya pencegahan penyakit masyarakat
v' Masih rendahnya pengawasan penyakit masyakat
v' Masih terbatasnya kemampuan dalam membatasi peredaran dan
penyalahgunaan narkoba
v' Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan
anak
Masih adanya potensi gangguan terhadap kerukunan umat beragama
yang disebabkan oleh :
v' Masih rendahnya tingkat penyelenggaraan penguatan
kerukunan umat beragama
v' Munculnya aliran-aliran kepercayaan baru
v" Belum terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
Masih banyaknya potensi konflik ditengah masyarakat yang dipicu

oleh belum optimalnya peran tim dan forum stretegis daerah dalam
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mencegah dan menangani konflik dan belum akuratnya data potensi
konflik.
Masih rendahnya kualitas demokrasi yang disebabkan oleh :
v' Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberian hak
suara.
v Rendahnya pendidikan politik terhadap masyarakat
v' Masih rendahnya pengawasan terhadap partai politik

v" Belum optimalnya peran ormas dan LSM dalam pembangunan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan hasil identifikasi resiko, permasalahan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, yang dapat menghambat

pencapaian tujuan OPD baik yang bersumber dari internal maupun

eksternal diantaranya :

a.

Data dan informasi terkait permasalahan yang menjadi tugas pokok
dan fungsi Kesbangpol kurang akurat.

Terhambatnya pelaksanaan sosialisasi disebabkan faktor internal.
Aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang tidak terpantau
secara maksimal sehingga muncul ketidaknyamanan ditengah
masyarakat akibat aktifitas keagamaan yang dilakukan sekelompok
orang yang menyimpang dari ajaran agama.

Keterlambatan pencairan bantuan keuangan partai politik yang
menyebabkan pelaksanaan program kerja partai politik terganggu.
Kekurangan jumlah besaran bantuan keuangan partai politik yang
disalurkan menyebabkan jumlah besaran bantuan keuangan partai

politik tidak sesuai regulasi.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain:

a.

Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi

pemerintahan dan kawasan.
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b. Belum optimalnya peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang
bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Nagari dan
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dikecamatan yang
antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian
kewenangan kepada Camat dan berkurangnya pengalokasian dana
kecamatan dalam mendukung peran Camat didaerah serta belum
terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang
terintegrasi diseluruh Indonesia.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap

pencapaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan

SDGs (Suistanable Development Goals)

Visi pembangunan Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa

depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima

waktu yaitu tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih

Sejahtera, Maju dan Bermartabat di Dukung Pemerintahan Yang

Akuntabel dan Profesional. Kementerian Dalam Negeri menetapkan 9 arah

kebijakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

strategi pembangunan nasional, dari 9 arah kebijakan tersebut Direktorat

Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam mewujudkan

arah kebijakan yaitu pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan

bangsa melalui strategi :

1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi

2) Peningkatan kapasitas partai politik

3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pemilu

4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan

5) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi
Pancasila

6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa

7) Fasilitasi penanganan konflik sosial
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Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Daerah

Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasikan

tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi

internal dan eksternal :

a) Kondisi Internal

v Ketersediaan sumber daya aparatur yang handal dan

berkompetensi belum mencukupi di bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik

v Kurang proporsionalnya ketersediaan anggaran dengan

kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan untuk

pencapaian target kinerja

v’ Sarana dan prasarana aparatur belum mencukupi

b) Kondisi Eksternal

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan juga menghadapi

beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal yaitu :

v

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik
dan proses pengambilan kebijakan publik masih rendah
Masih tingginya potensi konflik horizontal di masyarakat
Dampak globalisasi yang dapat menurunkan nilai-nilai
nasionalisme dan pemahaman terhadap Ideologi Pancasila
dan wawasan kebangsaan

Masih tingginya angka kriminalitas, kenakalan remaja,
peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut

penyesuaian dokumen.
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v" Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan

dengan propinsi lain yang kaya sumber daya alam

Peluang
Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

» Penambahan kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mejadi
luas.

» Adanya dukungan dari instansi terkait dalam melaksanakan tugas -
tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

» Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam
penyerapan informasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

» Adanya Peraturan PerUndang-Undangan di Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik

» Kekayaan sumber daya alam dan objek wisata di Pesisir Selatan sebagai
sumber kekuatan perekonomian daerah

» Dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam
membantu pencegahan dan penyelesaian konflik sehingga mempercepat

terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD tahun 2025 terdapat perbedaan pagu anggaran
dengan pagu anggaran hasil analisis kebutuhan hal ini dapat dilihat pada
tabel T-C.3.1. Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan
kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena
program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86

Tahun 2017.
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Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pesisir Selatan

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

. . Indikator Target Pagu Indikator . . . - . Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian (Rp.) Penting
1) (2) (3) (4) (5) (6) 7) (8) ©) (10) (12) (12)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN | K@bupaten
Pesisir 5.870.708.145 14,573,595,409
POLITIK
Selatan
Persentase
Ketercapaian Persentase Ketercapaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kabupaten Penunjang PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kabupaten Penuniang Urusan P
A. PEMERINTAHAN DAERAH Pesisir Urusan 100% 3.370.708.145 | PEMERINTAHAN DAERAH Pesisir Pemerlintagh Daerah 100% 4,692,307,571
KABUPATEN/KOTA Selatan Pemerintah KABUPATEN/KOTA Selatan
Kabupaten
Daerah
Kabupaten
Persentase
Sinkronisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Kabupaten Z:lr'lencanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kabupaten :::s;::ansaeailr;l;:‘omsag
1 Evaluasi Kinerja Perangkat Pesisir 100% 37.451.500 | Evaluasi Kinerja Perangkat Pesisir N 100% 130,000,000
Pelaksanaan Pelaksanaan Kinerja
Daerah Selatan — Daerah Selatan
Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
Jumlah
Penyusunan Dokumen Kabupaten Dokumen 4 Penvusunan Dokumen Kabupaten Jumlah Dokumen
a. M Pesisir Perencanaan 37.451.500 v Pesisir Perencanaan Perangkat 4 Dokumen 50,000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Selatan Perangkat Selatan Daerah
Daerah
Jumlah
Dokumen Jumlah Dokumen
| st | | s | o | s v | | oo |
’ Dokumen RKA-SKPD P L Dokumen Dokumen RKA-SKPD Y e
Selatan Koordinasi Selatan Penyusunan Dokumen
Penyusunan RKA-SKPD

Dokumen RKA-
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SKPD
Jumlah
Dokumen
Perubahan Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD dan
L Kabupaten R L Kabupaten R L
Koordinasi dan Penyusunan Pesisir Laporan Hasil 1 0 Koordinasi dan Penyusunan Pesisi Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 20,000,000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Dokumen Dokumen Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen e
Selatan Selatan
Penyusunan Perubahan
Dokumen RKA-SKPD
Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikht|§ar . Jumlah Laporan Capaian
Realisasi L .
o Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja SKPD e
- - Realisasi Kinerja SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten . o
. o L . . o L Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Capaian Kinerja dan Pesisir Hasil 4 Laporan 0 | Laporan Capaian Kinerja dan Pesisir Penvusunan Laooran 4 Laporan 20,000,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Selatan Koordinasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Selatan y' - P
Capaian Kinerja dan
Penyusunan X .
Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja
p ' SKPD
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah
Kabupaten Iéigﬁjr:sr; Kabupaten Jumlah Laporan Evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pesisir L 1 Laporan 0 | EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Pesisir L P 1 Laporan 20,000,000
Kinerja Kinerja Perangkat Daerah
Selatan Selatan
Perangkat
Daerah
Persentase
Administrasi Keuangan Kabupaten Z:rrtt::)nistrasi Administrasi Keuangan Kabupaten Persentase Tertib
8 Pesisir 100% 2.444.462.171 8 Pesisir Administrasi Keuangan 100% 2,524,775,691
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
Selatan Selatan Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
Jumlah Orang
. i, . Kabupaten yang Kabupaten Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pesisir Menerima Gaji 20 Orang/ 2.324.102.171 | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN Pesisir Menerima Gaji dan 20 Orang/ 2,345,766,181
ASN . Bulan . Bulan
Selatan dan Tunjangan Selatan Tunjangan ASN
ASN
Jumlah
Penyediaan Administrasi Kabupaten Ez:u:i?:a:aﬂl 1 Penyediaan Administrasi Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil
Y Pesisir yA R . 120.360.000 v Pesisir Penyediaan Administrasi 1 Dokumen 139,009,510
Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN
Selatan Selatan Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan
Tugas ASN
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Jumlah
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten SKPD dan . Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten Akhir Tahun .SKPD d{m .
- L Laporan Hasil R L Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Keuangan Akhir Tahun Pesisir L 1 Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pesisir 1 Laporan 20,000,000
Koordinasi Penyusunan Laporan
SKPD Selatan SKPD Selatan .
Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
Laporan SKPD
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
Jumlah
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/ Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten Semesteran SK_PD d,an
L. Laporan L. Laporan Koordinasi
Laporan Keuangan Bulanan/ Pesisir . 1 Laporan Laporan Keuangan Bulanan/ Pesisir 1 Laporan 20,000,000
X Koordinasi . Penyusunan Laporan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Selatan Triwulanan/ Semesteran SKPD Selatan
Penyusunan Keuangan
Laporan Bulanan/Triwulana
Keuangan n/Semesteran SKPD
Bulanan/Triwu
lana
n/Semesteran
SKPD
Persentase
Kabupaten Administrasi Kabupaten Persentase Administrasi
Administrasi Barang Milik Pesisir Barang Milik 85% Administrasi Barang Milik Pesisi Barang Milik Daerah 85% 125,000,000
Daerah pada Perangkat Daerah Daerah pada Daerah pada Perangkat Daerah
Selatan Selatan pada Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
Jumlah
Penyusunan Perencanaan Kabupaten Rencana 1 Penyusunan Perencanaan Kabupaten Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah Pesisir Kebutuhan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah Pesisir Kebutuhan Barang Milik 1 Dokumen 20,000,000
SKPD Selatan Barang Milik SKPD Selatan Daerah SKPD
Daerah SKPD
Jumlah
Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupa_ten Dokumen 1 Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupa_ten Jumlah Dokumen e
SKPD Pesisir Pengamanan Dokumen SKPD Pesisir Pengamanan Barang Milik 1 Dokumen 5.000.000
Selatan Barang Milik Selatan Daerah SKPD
Daerah SKPD
Jumlah
Lapgrén Hasil Jumlah Laporan Hasil
Kabupaten Penilaian Kabupaten Penilaian Barang Milik
Koordinasi dan Penilaian Barang Pesisir Barang Milik 1 Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Pesisir Daerah dan Hasil 1 Laporan 20,000,000
Milik Daerah SKPD Daerah dan P Milik Daerah SKPD o P T
Selatan Hasil Selatan Koordinasi Penilaian
- Barang Milik Daerah SKPD
Koordinasi
Penilaian
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Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah
Laporan Hasil
Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan, Pengawasan, dan Kabupaten Pengawasan, Pembinaan, Pengawasan, dan Kabupaten Pembinaaz Pengawasan
Pengendalian Barang Milik Pesisir dan 1 Laporan Pengendalian Barang Milik Pesisir L 8 ! 1 Laporan 20,000,000
. dan Pengendalian Barang
Daerah pada SKPD Selatan Pengendalian Daerah pada SKPD Selatan -
- Milik Daerah pada SKPD
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
Jumlah
Laporan
Rekonsiliasi Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Kabupaten dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Kabupaten Rekonsiliasi dan
Laporan Barang Milik Daerah Pesisir Penyusunan 1 Laporan Laporan Barang Milik Daerah Pesisir Penyusunan Laporan 1 Laporan 20,000,000
pada SKPD Selatan Laporan pada SKPD Selatan Barang Milik Daerah pada
Barang Milik SKPD
Daerah pada
SKPD
Jumlah
Laporan
Penatausahaan Barang Milik Kabup‘a.ten Penatausahaa Penatausahaan Barang Milik Kabup‘a.ten Jumlah Laporan
Daerah pada SKPD Pesisir n Barang Milik 1 Laporan Daerah pada SKPD Pesisir Penatausahaan Barang 1 Laporan 20,000,000
P Selatan g P Selatan Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada
SKPD
Jumlah
Pemanfaatan Barang Milik Kabup'a'ten Dokumen Hasil 1 Pemanfaatan Barang Milik Kabup'a'ten Jumiah Dokumen Hasil
Daerah SKPD Pesisir Pemanfaatan Dokumen Daerah SKPD Pesisir Pemanfaatan Barang 1 Dokumen 20,000,000
Selatan Barang Milik Selatan Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
Persentase
Tertib Persentase Tertib
-_ . . Kabupaten - " - . . Kabupaten - .
Administrasi Kepegawaian L. Administrasi Administrasi Kepegawaian L. Administrasi
Pesisir N 85% Pesisir . 85% 180,000,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Selatan Selatan
Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Unit
Peningkatan - .
Peningkatan Sarana dan Kabur?a.ten Sarana dan . Peningkatan Sarana dan Kabu;?a.ten Jumiah Unit Peningkatan .
- . Pesisir 1 Unit - . Pesisir Sarana dan Prasarana 2 Unit 50,000,000
Prasarana Disiplin Pegawai Prasarana Prasarana Disiplin Pegawai L R
Selatan o Selatan Disiplin Pegawai
Disiplin
Pegawai
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Jumlah Paket
. . Kabupaten Pakaian Dinas . . Kabupaten Jumlah Paket Pakaian
Z:Eafiz:e:akk?a;nal n:s beserta Pesisir beserta 1 Paket zf:;ﬁi??(?a?eia izla:naln:s beserta Pesisir Dinas beserta Atribut 36 Paket 10,800,000
gkapanny Selatan Atribut gkapanny Selatan Kelengkapan
Kelengkapan
Jumlah
Kabupaten Dokumen Kabupaten Jumlah Dokumen
Pendataan dan Pengolahan p R Pendataan dan 1 Pendataan dan Pengolahan p R Pendataan dan
- X X Pesisir L R R Pesisir - . 1 Dokumen 20.000.000
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Dokumen Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Selatan L . Selatan .
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
Jumlah
Dokun_wen_HasH Jumlah Dokumen Hasil
- Kabupaten Koordinasi dan L Kabupaten L
Koordinasi dan Pelaksanaan . 1 Koordinasi dan Pelaksanaan . Koordinasi dan
. . . Pesisir Pelaksanaaan . . . Pesisir . 1 Dokumen 20.000.000
Sistem Informasi Kepegawaian . Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem
Selatan Sistem Selatan . .
. Informasi Kepegawaian
Informasi
Kepegawaian
Jumlah
Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan Kaburfa_ten Monltorlng, 1 Monitoring, Evaluasi, dan Kabupa_ten Jumlfah [?okumen .
. o . Pesisir Evaluasi, dan L L . Pesisir Monitoring, Evaluasi, dan 1 Dokumen 20.000.000
Penilaian Kinerja Pegawai o Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai . S .
Selatan Penilaian Selatan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Pegawai
Jumlah
Pemulangan Pegawai yan, Kabupaten Pegawai Pemulangan Pegawai yan Kabupaten Jumlah Pegawai Pensiun
ulangan Fegawal yang Pesisir g3 10rang dlangan Fegawal yang Pesisir  PeB 10rang 20.000.000
Pensiun Pensiun yang Pensiun yang Dipulangkan
Selatan X Selatan
Dipulangkan
Jumlah
Laporan Hasil
. Pemulangan . Jumlah Laporan Hasil
Pemulangan Pegawai yang Kabupaten Pegawai van Pemulangan Pegawai yang Kabupaten Pemulangan Pegawai
Meninggal dalam Melaksanakan Pesisir g R yang 1 Laporan Meninggal dalam Melaksanakan Pesisir g‘ & 1 Laporan 20.000.000
Tugas Selatan Meninggal Tugas Selatan yang Meninggal dalam
6 dalam g Melaksanakan Tugas
Melaksanakan
Tugas
Kabupaten Jumlah ASN Kabupaten
. . yang . - Jumlah ASN yang
Pemindahan Tugas ASN Pesisir o 1 0Orang Pemindahan Tugas ASN Pesisir L 1 Orang 20.000.000
dipindahtugas dipindahtugaskan
Selatan Selatan
kan
Jumlah
Pegawai
- . Berdasarkan e . Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berdasarkan Tugas dan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pesisir B . 1 Orang Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pesisir . g L 10Orang 20.000.000
Fungsi Selatan Fungsi yang Fungsi Selatan Fungsi yang Mengikuti
g Mengikuti 8 Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan
dan Pelatihan
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Jumlah Orang
yang
lah
- Kabupaten Mengikuti e Kabupaten Jum a‘ Ofa”g ya.ng .
Sosialisasi Peraturan Perundang- e e Sosialisasi Peraturan Perundang- L Mengikuti Sosialisasi
Pesisir Sosialisasi 1 Orang 0 Pesisir 1 Orang 20.000.000
Undangan Undangan Peraturan
Selatan Peraturan Selatan
Perundang Perundang-Undangan
Undangan
Jumlah Orang
yang
Mengikuti Jumlah Orang yang
Kabupat Bimbi Kabupat Mengikuti Bimbi
Bimbingan Teknis Implementasi a u;?a' en m '|ngan Bimbingan Teknis Implementasi 2 u‘fa. en en.gl utt Bim |ngar1
Pesisir Teknis 1 Orang 0 Pesisir Teknis Implementasi 1 Orang 20.000.000
Peraturan Perundang-Undangan . Peraturan Perundang-Undangan
Selatan Implementasi Selatan Peraturan Perundang-
Peraturan Undangan
Perundang-
Undangan
Persentase
Tertib
-_ . Kabupaten - " - . Kabupaten Persentase Tertib
S:Z'a"h's"as' Umum Peranglat Pesisir C::'l'l':s"as' 85% 308.499.835 Q::,'a“:"as' Umum Perangkat Pesisir Administrasi Umum 85% 503,951,959
Selatan Perangkat Selatan Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Paket
Komponen lah Pak
Penyediaan Komponen Instalasi Kabupaten Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Kabupaten f"'";? _Ps ft_:‘;’“po”e"
Listrik/Penerangan Bangunan Pesisir Listrik/Peneranga 2 Paket 5.540.877 Listrik/Penerangan Bangunan Pesisir ;:é:;;;l;:q{j::;gngan 8 Paket 10,433,595
Kantor Selatan n Bangunan Kantor Selatan Disediakan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
. Kabupaten Peralatan dan . Kabupaten Jumlah Paket Peralatan dan
Penlyedfa” peralatan dan Pesisir Perlengkapan 1 Paket 0 Per‘IVEdfa” Peralatan dan Pesisir Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 20,000,000
Perlengkapan Kantor selatan Kantor yang Perlengkapan Kantor Selatan Disediakan
Disediakan
. Kabupaten Jumlah Paket . Kabupaten Jumlah Paket Peralatan
:‘Z:yeg'aa” Peralatan Rumah Pesisir i:;ag:;ayr;:;mah 1 Paket 0 ?::ye:'aan Peralatan Rumah Pesisir Rumah Tangga yang 1 Paket 20,000,000
88 Selatan Disediakan 88 Selatan Disediakan
Kabupaten ;ngzlaihLzali(settik Kabupaten Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Pesisir Kantor agn 4 Paket 23.133.562 | Penyediaan Bahan Logistik Pesisir Logistik Kantor yang 4 Paket 23,657,691
Selatan antoryang Selatan Disediakan
Disediakan
Jumlah Paket
Barang Jumlah Paket Barang
. Kabupaten . Kabupaten
Penyediaan Barang Cetakan dan Pesisi Cetakan dan 5 Paket 7.948.396 Penyediaan Barang Cetakan dan Pesisi Cetakan dan 5 paket 31,883,983
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan yang
Selatan Selatan _on
yang Disediakan
Disediakan

48



Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Jumlah
Dokumen
Kabupaten Bahan Bacaan Kabupaten Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan p R dan Peraturan 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan p R Bacaan dan Peraturan
Pesisir 0 Pesisir 4 Dokumen 11,009,000
Peraturan Perundang undangan Perundang- Dokumen Peraturan Perundang undangan Perundang-Undangan
Selatan Selatan L
Undangan yang Disediakan
yang
Disediakan
Jumlah
Kabupaten Laporan Kabupaten Jumlah Laporan Fasilitasi
Fasilitasi Kunjungan Tamu Pesisir Fasilitasi 1 Laporan 10.164.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Pesisir . P 1 Laporan 19,631,370
. Kunjungan Tamu
Selatan Kunjungan Selatan
Tamu
Jumlah
Laporan
Penyelenggaraan Rapat Kabupaten Penyelenggara Penyelenggaraan Rapat Kabupaten :’Ljer:\l/zrre;agr)gc;:zr;n Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pesisir an RaF_’at . 4laporan 246.713.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pesisir Koordinasi dan Konsultasi 4Laporan 292,336,320
Selatan Koordinasi dan Selatan
R SKPD
Konsultasi
SKPD
Jumlah
Kabupaten Dokumen Kabupaten Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis p R Penatausahaa 1 Penatausahaan Arsip Dinamis p R .
Pesisir . 0 Pesisir Penatausahaan Arsip 1 Dokumen 40,000,000
pada SKPD n Arsip Dokumen pada SKPD X E
Selatan . . Selatan Dinamis pada SKPD
Dinamis pada
SKPD
Jumlah
Dokumen
Dukungan Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Sistem Kabupaten Pelaksanaan 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Kabupaten Dukungan Pelaksanaan
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pesisir Sistem Dokumen 0 | Pemerintahan Berbasis Elektronik Pesisir Sistem Pemerintahan 1 Dokumen 35,000,000
pada SKPD Selatan Pemerintahan pada SKPD Selatan Berbasis Elektronik pada
Berbasis SKPD
Elektronik
pada SKPD
Persentase
Pengadaan Barang Milik Daerah Kabupaten g:::':eﬁ;l?l?; Pengadaan Barang Milik Daerah Kabupaten :::;int:ns;izeg::::man
Penunjang Urusan Pemerintah Pesisir g . 85% 24.836.250 | Penunjang Urusan Pemerintah Pesisir g 85% 344,687,736
Daerah Sesuai Sesuai Dengan
Daerah Selatan Daerah Selatan
Dengan Perencanaan
Perencanaan
Jumlah Unit
Kendaraan
P Jumlah Unit Kend
Pengadaan Kendaraan Kabupaten grorangan Pengadaan Kendaraan Kabupaten umiah tnt .en araan
R L. Dinas atau . R L. Perorangan Dinas atau i
Perorangan Dinas atau Kendaraan Pesisir 1 Unit 0 Perorangan Dinas atau Kendaraan Pesisir . 1 Unit 40,000,000
K Kendaraan X Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan Selatan K Dinas Jabatan Selatan .
Dinas Jabatan yang Disediakan
yang
Disediakan
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Jumlah Unit
Kv?ndaraan Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas Kabupaten Dinas Pengadaan Kendaraan Dinas Kabupaten Dinas Operasional atau
& R Pesisir Operasional 1 Unit 0 6 R Pesisir P 1 Unit 40,000,000
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan Lapangan yang
Selatan atau Lapangan Selatan B
Disediakan
yang
Disediakan
Kabupaten Jumlah Paket Kabupaten
lah Paket Mebel
Pengadaan Mebel Pesisir Mebel yang 28 Unit 0 | Pengadaan Mebel Pesisir hf'ma. aket Mebel yang 43 Unit 92,743,980
L disediakan
Selatan disediakan Selatan
Jumlah Unit
. Kabupaten Peralatan dan . Kabupaten Jumlah Unit Peralatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Pesisir Mesin Lainnya 3 Unit 6.354.750 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Pesisir dan Mesin Lainnya yang 18 Unit 111,943,756
Lainnya Lainnya -
Selatan yang Selatan Disediakan
Disediakan
Jumlah Unit
Kabupaten Gedung Kantor Kabupaten Jumlah Unit Gedung
Pengadaan G-edung Kantor atau Pesisir atau Bangunan 2 Unit 0 Pengadaan Qedung Kantor atau Pesisir Kantor atau Bangunan 2 Unit 20,000,000
Bangunan Lainnya . Bangunan Lainnya ) ™
Selatan Lainnya yang Selatan Lainnya yang disediakan
disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan -
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten :?ur:s:rr;r?:l(;esglr;naK:ir;or
Gedung Kantor atau Bangunan Pesisir Gedung Kantor 2 Unit 0 | Gedung Kantor atau Bangunan Pesisir g 2 Unit 20,000,000
. ; atau Bangunan Lainnya
Lainnya Selatan atau Bangunan Lainnya Selatan B
. yang Disediakan
Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit
i:::fa:zn Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten pendukun Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Prasarana Pendukung
Pendukung Gedung Kantor atau Pesisir Gedun Kagntor 2 Unit 0 | Pendukung Gedung Kantor atau Pesisir Gedung Kantor atau 2 Unit 20,000,000
Bangunan Lainnya Selatan s Bangunan Lainnya Selatan Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan e
. Disediakan
Lainnya yang
Disediakan
Persentase
Kabupaten Ketersediaan Kabupaten Persentase Ketersediaan
Penyediaan Ja'sa Penunjang Pesisi Barang Milik ) 100% 363.718.389 Penyediaan Ja.sa Penunjang Pesisi Baran.g Milik Daerah 100% 388,856,807
Urusan Pemerintah Daerah Daerah Sesuai Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Selatan Selatan
Dengan Perencanaan
Perencanaan
Jumlah
Kabupaten Laporan Kabupaten Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pesisir Penyediaan 1 Laporan 0 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pesisir Penyediaan Jasa Surat 1 Laporan 20,000,000
Selatan Jasa Surat Selatan Menyurat
Menyurat
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Jumlah
Laporan
Penyediaan Jumlah Laporan
. o Kabupaten Jasa . - Kabupaten Penyediaan Jasa
Penyediaan Jana Komu.mk?ash Pesisir Komunikasi, 1 Laporan 37.401.000 Penyediaan Jas? Komumkfash Pesisir Komunikasi, Sumber Daya 1 Laporan 44,264,800
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik X .
Selatan Sumber Daya Selatan Air dan Listrik yang
Air dan Listrik disediakan
yang
disediakan
Jumlah
Laporar? Jumlah Laporan
Kabupaten Penyediaan Kabupaten Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan p R Jasa Peralatan Penyediaan Jasa Peralatan dan p R v
Pesisir 1 Laporan 0 Pesisir Peralatan dan 1 Laporan 40,000,000
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Selatan Selatan Perlengkapan Kantor yang
Perlengkapan S
Disediakan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah
Penyediaan Jasa Pelayanan Kabupaten tzzoreiir:aan Penyediaan Jasa Pelayanan Kabupaten JF’ZTZZ:;T;:;
v ¥ Pesisir v 1 Laporan 326.317.389 v ¥ Pesisir v 1 Laporan 284,592,097
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor
Selatan Selatan .
Umum Kantor yang disedikan
yang disedikan
Persentase
Pemeliharaan Barang Milik Kabupaten Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Kabupaten Persentase Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pesisir Daerah yang 85% 191.740.000 | Daerah Penunjang Urusan Pesisir Daerah yang Berkondisi 85% 515,035,288
Pemerintahan Daerah Selatan Berkondisi Pemerintahan Daerah Selatan Baik
Baik
Jumlah
Kendaraan
Perorangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Dinas atau Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kenda'raan
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kabupaten Kendaraan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kabupaten Perorangan Dinas atau
v »can ral Pesisir 4 1 Unit 41.090.000 v »dan 7a) Pesisir Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 100,649,288
Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas atau L
X Selatan X Selatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Jabatan yang Kendaraan Dinas Jabatan R .
L dibayarkan Pajaknya
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajaknya
Jumlah
Kendaraan
Dinas .
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Operasional Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah.Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kabupaten atau Lapangan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kabupaten Operasional atau
va »ral Pesisir pang 6 Unit 43.050.000 va »ral Pesisir Lapangan yang Dipelihara 5 unit 35,000,000
Perizinan Kendaraan Dinas yang Perizinan Kendaraan Dinas A .
. Selatan IR R Selatan dan dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Dipelihara dan Operasional atau Lapangan .
. Perizinannya
dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
Pemeliharaan Mebel Kabur?a.ten Jumiah Mebel 10 Unit 0 | Pemeliharaan Mebel Kabup?a.ten qula.h Mebel yang 37 Unit 15,000,000
Pesisir yang Pesisir Dipelihara
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Selatan Dipelihara Selatan
Jumlah
. Kabupaten Peralatan dan . Kabupaten Jumlah Peralatan dan
Pemeliharaan Peralatan dan Pesisir Mesin Lainnya | 17 Unit 7.600.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Pesisir Mesin Lainnya yang 21 Unit 14,250,000
Mesin Lainnya Mesin Lainnya -
Selatan yang Selatan Dipelihara
Dipelihara
Jumlah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kabupaten dG::Lér;i Kj:;zr Pemeliharaan/Rehabilitasi Kabupaten Jdt,lar:I;;]nGz:::gLaK;r:oar
Gedung Kantor dan Bangunan Pesisir R g 1 Unit 0 | Gedung Kantor dan Bangunan Pesisir g ¥ 1 Unit 40,000,000
Lainnya Selatan Lainnya yang Lainnya Selatan yang
Dipelihara/Dir Dipelihara/Direhabilitasi
ehabilitasi
Jumlah Sarana
dan Prasarana Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Kabupaten Gedung Kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Kabupaten Prasarana Gedung Kantor
dan Prasarana Gedung Kantor Pesisir atau Bangunan 2 Unit 100.000.000 | dan Prasarana Gedung Kantor Pesisir atau Bangunan Lainnya 2 Unit 300,136,000
atau Bangunan Lainnya Selatan Lainnya yang atau Bangunan Lainnya Selatan yang
Dipelihara/Dir Dipelihara/Direhabilitasi
ehabilitasi
Jumlah Sarana
dan Prasarana Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
Kabupaten Kabupaten Prasarana Pendukung
dan Prasarana Pendukung - Gedung Kantor . dan Prasarana Pendukung - .
Pesisir 1 Unit 0 Pesisir Gedung Kantor atau 1 Unit 10,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan .
. Selatan R - Selatan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Lainnya yang Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Dipelihara/Dir P
ehabilitasi
Jumlah
Masyarakat
PROGRAM PENGUATAN Kabupaten yang 500 PROGRAM PENGUATAN Kabupaten Jumlah Masyarakat yang
IDEOLOGI PANCASILA DAN Pesisir Meningkat Oran 922.199.800 | IDEOLOGI PANCASILA DAN Pesisir Meningkat Wawasan 500 Orang 1,735,462,254
KARAKTER KEBANGSAAN Selatan Wawasan g KARAKTER KEBANGSAAN Selatan Kebangsaannya
Kebangsaanny
a
Jumlah
Penyelenggara
Perumusan Kebijakan Teknis dan an Pendidikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Jumlah Penyelenggaraan
Pemantapan Pelaksanaan Bidan Kabupaten Ideologi 21 Pemantapan Pelaksanaan Bidan Kabupaten Pendidikan Ideologi
apan e’ & Pesisir Bl 922.199.800 apan e 6 Pesisir Bl 21 Upacara 1,735,462,254
Ideologi Pancasila dan Karakter Wawasan Upacara Ideologi Pancasila dan Karakter Wawasan Kebangsaan
Selatan Selatan
Kebangsaan Kebangsaan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

dan Karakter
Bangsa
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Jumlah
Dokumen
Program Kerja
di Bidang
Ideologi Jumlah Dokumen
Penyusunan Program Kerja di Wawasan Penyusunan Program Kerja di Program Kerja di Bidang
X . Kebangsaan, X . Ideologi Wawasan
Bidang Ideologi Wawasan Bidang Ideologi Wawasan
Kabupaten Bela Negara, Kabupaten Kebangsaan, Bela Negara,
Kebangsaan, Bela Negara, L 2 Kebangsaan, Bela Negara, R
Pesisir Karakter 499.800 Pesisir Karakter Bangsa, 2 Dokumen 50,000,000
Karakter Bangsa, Pembauran Dokumen Karakter Bangsa, Pembauran
R Selatan Bangsa, R Selatan Pembauran Kebangsaan,
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika -
> Pembauran > Bineka Tunggal Ika dan
dan Sejarah Kebangsaan dan Sejarah Kebangsaan .
Kebangsaan, Sejarah Kebangsaan yang
Bineka Tunggal Disusun
lka dan
Sejarah
Kebangsaan
yang Disusun
Jumlah
Kebijakan
Teknis di
Bidang
L?/Zd:f;n Jumlah Kebijakan Teknis
Perumusan Kebijakan Teknis di Perumusan Kebijakan Teknis di di Bidang Ideologi
. X Kebangsaan, . K
Bidang Ideologi Wawasan Bidang Ideologi Wawasan Wawasan Kebangsaan,
Kabupaten Bela Negara, Kabupaten
Kebangsaan, Bela Negara, L. 2 Kebangsaan, Bela Negara, L. Bela Negara, Karakter
Pesisir Karakter 500.000 Pesisir 2 Dokumen 50,000,000
Karakter Bangsa, Pembauran Dokumen Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran
R Selatan Bangsa, R Selatan K
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Kebangsaan, Bineka
> Pembauran > .
dan Sejarah Kebangsaan dan Sejarah Kebangsaan Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan,

Bineka Tunggal
lka dan
Sejarah
Kebangsaan
yang Disusun

Kebangsaan yang Disusun
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Jumlah Orang

yang
Mengikuti
Pelaksanaan
Kf-zbuakan di Jumlah Orang yang
Bidang Mengikuti Pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kebiikan di Bidan
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Wawasan Ideologi Wawasan Kebangsaan, { . e
Bela Negara, Karakter Bangsa Kabupaten Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa Kabupaten Ideologi Wawasan
gara, g ¢ Pesisir & ! 25 Orang 500.000 gara, g ¢ Pesisir Kebangsaan, Bela Negara, 50 Orang 95,000,000
Pembauran Kebangsaan, Bineka Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bineka
N Selatan N Selatan Karakter Bangsa,
Tunggal lka dan Sejarah Karakter Tunggal lka dan Sejarah
Pembauran Kebangsaan,
Kebangsaan Bangsa, Kebangsaan .
Bineka Tunggal Ika dan
Pembauran Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan, ) 8
Bineka Tunggal
lka dan
Sejarah
Kebangsaan
Jumlah Orang
yang
Mengikuti
Koordinasi di
Bidang
Ideologi Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang s Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Mengikuti Koordinasi di
. Wawasan . . .
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bidang Ideologi Wawasan
Bela Negara, Karakter Bangsa Kabupaten Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Kabupaten Kebangsaan, Bela Negara
gara, £33, Pesisir Bela Negara, 500 Orang 118.000.000 gara, £33, Pesisir gsaan, gara, 500 Orang 327,967,944
Pembauran Kebangsaan, Bineka Pembauran Kebangsaan, Bineka Karakter Bangsa,
N Selatan Karakter - Selatan
Tunggal lka dan Sejarah Bangsa Tunggal Ika dan Sejarah Pembauran Kebangsaan,
Kebangsaan 853, Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan
Pembauran .
Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan,

Bineka Tunggal
lka dan
Sejarah
Kebangsaan
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Jumlah
Laporan Hasil
Monitoring
Evaluasi dan
Evist::[r)‘oran di Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Ideolog ; Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Monitoring Evaluasi dan
dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawafan dan Pelaporan di Bidang Ideologi Pelaporan di Bidang
Wawasan Kebangsaan, Bela Kabupaten Kebangsaan Wawasan Kebangsaan, Bela Kabupaten Ideologi Wawasan
Negara, Karakter Bangsa, Pesisir & ! 2 Laporan 500.000 Negara, Karakter Bangsa, Pesisir Kebangsaan, Bela Negara, 16 Laporan 85,000,000
. Bela Negara, .
Pembauran Kebangsaan, Bineka Selatan Pembauran Kebangsaan, Bineka Selatan Karakter Bangsa,
N Karakter -
Tunggal lka dan Sejarah Bangsa Tunggal Ika dan Sejarah Pembauran Kebangsaan,
Kebangsaan £33, Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan
Pembauran .
Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan,
Bineka Tunggal
lka dan
Sejarah
Kebangsaan
Jumlah
Keluarga yang
Mengikuti
Pembentukan
dan
Penumbuhan
Jumlah Keluarga yang
Karakter I
Mengikuti Pembentukan
Keluarga dan Penumbuhan
Pembentukan dan Penumbuhan Melalui Pembentukan dan Penumbuhan .
. . . Karakter Keluarga Melalui
Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Karakter Keluarga Melalui R
R R Peningkatan Kesadaran
Peningkatan Kesadaran Kesadaran Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Pentingnya Kabupaten Masyarakat 20 Masyarakat akan Pentingnya Kabupaten Masyarakat Akan
4 eny Pesisir v 500.000 4 eny Pesisir Pentingnya Penghayatan 75 Keluarga 180,000,000
Penghayatan dan Pengamalan Akan Keluarga Penghayatan dan Pengamalan
. Selatan . . Selatan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspek Pentingnya Pancasila dalam Semua Aspek .
X : Pancasila dalam Semua
Kehidupan Bermasyarakat, Penghayatan Kehidupan Bermasyarakat, R
Aspek Kehidupan
Berbangsa, dan Bernegara dan Berbangsa, dan Bernegara
Bermasyarakat,
Pengamalan
. Berbangsa, dan
Pancasila Bernegara
dalam Semua 8
Aspek
Kehidupan
Bermasyarakat
, Berbangsa,
dan Bernegara
Laporan Hasil
Pembinaan
Aktivitas Laporan Hasil Pembinaan
Pembinaan terhadap aktivitas Kabupaten Kepaskibrakaa 1 Pembinaan terhadap aktivitas Kabupaten Aktivitas Kepaskibrakaan
kepaskibrakaan dan Pesisir n dan Laporan Dokumen 500.000 | kepaskibrakaan dan Pesisir dan Laporan Hasil 1 Dokumen 10,000,000
Purnapaskibraka Selatan Hasil Purnapaskibraka Selatan Pembinaan
Pembinaan Purnapaskibraka
Purnapaskibra
ka
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Kabupaten Jumlah Kabupaten
Pembentukan Paskibraka Pesisir Paskibraka 73 Orang 800.000.00 | Pembentukan Paskibraka Pesisir Jumlah Paskibraka 73 Orang 907,494,310
Selatan Selatan
Laporan Hasil
Kabupaten E:;?ft';\san Kabupaten Laporan Hasil Pembinaan
Pembmaar.\ Lanjutan kepada ‘ Pesisi kepada 1 400,000 Pemblnaar} Lanjutan kepada ' Pesisi Lanjutan k?pada 1 Dokumen 10,000,000
Purnapaskibraka Duta Pancasila . Dokumen Purnapaskibraka Duta Pancasila Purnapaskibraka Duta
Selatan Purnapaskibra Selatan R
Pancasila
ka Duta
Pancasila
Laporan Hasil
Pelaksanaan tugas Kabupaten :3:‘;53”33” 1 Pelaksanaan tugas Kabupaten Il;ae'I)aol::ann:::!I'ugas
Purnapaskibraka Duta Pancasila Pesisir Purnapaskibra Dokumen 400.000 Purnapaskibraka Duta Pancasila Pesisir Purnapaskibraka Duta 1 Dokumen 10,000,000
Selatan Selatan .
ka Duta Pancasila
Pancasila
Kabupaten Jumlah Kabupaten
Pengangkatén Purnapaskibraka Pesisir Purnapaskibra 73 Orang 400.000 Pengangkata'n Purnapaskibraka Pesisir Jumlah Purnépasklbraka 73 Orang 10,000,000
Duta Pancasila ka Duta Duta Pancasila Duta Pancasila
Selatan R Selatan
Pancasila
Persentase
Pemahaman
Politik
dikalangan Persentase Pemahaman
PROGRAM PENINGKATAN masyarakat/a PROGRAM PENINGKATAN politik dikalangan
PERAN PARTAI POLITIK DAN Kabupaten para‘:ur PERAN PARTAI POLITIK DAN Kabupaten masyarakat, /a:aratur
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI .. o LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI .. . o
PENDIDIKAN POLITIK DAN Sr::ts;; :l:r:a:l;er:a 85% 1.235.836.614 PENDIDIKAN POLITIK DAN S:ZI;I:, :;(;Ti:as:rtoa“:iekmptanya 85% 3,630,751,453
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA stabiFI,itasy PENGEMBA-NGAN ETIKA SERTA emerintaphan an
BUDAYA POLITIK " BUDAYA POLITIK P ntanan y &
politik kondusif di daerah
pemerintahan
yang kondusif
di daerah
Jumlah
Dokumen
Kegiatan Jumlah Dokumen
Perumusan .
Kebiiakan Kegiatan Perumusan
Perumusan Kebijakan Teknis dan J. Perumusan Kebijakan Teknis dan Kebijakan Teknis dan
. Teknis dan .
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemantapan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemantapan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Pelaksan:an Pendidikan Politik, Etika Budaya Pelaksanaan Bidang
Politik, Peningkatan Demokrasi, N Politik, Peningkatan Demokrasi, Pendidikan Politik, Etika
Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten Bidang 2 Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten Budaya Politik,
! gaan, Pesisit | Pendidikan 1.235.836.614 ) gaan Pesisir ay ’ . 2 Dokumen 3,630,751,453
Pemerintahan, Perwakilan dan e . Dokumen Pemerintahan, Perwakilan dan Peningkatan Demokrasi,
L s - Selatan Politik, Etika P - Selatan e s
Partai Politik, Pemilihan Budaya Partai Politik, Pemilihan Fasilitasi Kelembagaan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Politiz Umum/Pemilihan Umum Kepala Pemerintahan,
Daerah, serta Pemantauan Penin 'katan Daerah, serta Pemantauan Perwakilan dan partai
Situasi Politik glata Situasi Politik politik, Pemilihan
Demokrasi, o
e s umum/pemilihan umum
Fasilitasi

Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan

kepala daerah
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dan partai
politik,
Pemilihan
umum/pemili
han umum
kepala daerah

Penyusunan Program Kerja di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi

Jumlah
Dokumen
Program Kerja
di Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan

Penyusunan Program Kerja di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi

Jumlah Dokumen
Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan

Kelembagaan Pemerintahan, Kabur?a.ten Pemerintahan, 2 Kelembagaan Pemerintahan, Kabup?a.ten Pemerintahan,

. R Pesisir R 400.000 . S s Pesisir R . 2 Dokumen 150,000,000
Perwakilan dan Partai Politik, Selatan Perwakilan Dokumen Perwakilan dan Partai Politik, Selatan Perwakilan dan Partai
Pemilihan Umum/Pemilihan dan Partai Pemilihan Umum/Pemilihan Politik, Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Politik, Umum Kepala Daerah, serta Umum/Pemilihan Umum
Pemantauan Situasi Politik di Pemilihan Pemantauan Situasi Politik di Kepala Daerah, serta
Daerah Umum/Pemili Daerah Pemantauan Situasi

han Umum Politik di Daerah yang

Kepala Daerah, Disusun

serta

Pemantauan

Situasi Politik

di Daerah yang

Disusun

Jumlah

Kebijakan di

Bidang

Pendidikan

Politik, Etika

Budaya Politik, Jumlah Kebijakan di
Penyusunan Bahan Perumusan Pemngkatén Penyusunan Bahan Perumusan Blgang Pendldlka'n' Politik,

. Lo . Demokrasi, . . . Etika Budaya Politik,
Kebijakan di Bidang Pendidikan Fasilitasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Peninakatan Demokrasi
Politik, Etika Budaya Politik, Politik, Etika Budaya Politik, . g X !
X . e Kelembagaan X . e Fasilitasi Kelembagaan
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi X Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi R
X Kabupaten Pemerintahan, . Kabupaten Pemerintahan,

Kelembagaan Pemerintahan, L R 2 Kelembagaan Pemerintahan, - R .

. R, Pesisir Perwakilan 400.000 . R Pesisir Perwakilan dan Partai 2 Dokumen 50,000,000

Perwakilan dan Partai Politik, . Dokumen Perwakilan dan Partai Politik, L L
. L Selatan dan Partai - i~ Selatan Politik, Pemilihan

Pemilihan Umum/Pemilihan . Pemilihan Umum/Pemilihan L

Politik, Umum/Pemilihan Umum
Umum Kepala Daerah, serta L Umum Kepala Daerah, serta

. A, Pemilihan X o Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di - Pemantauan Situasi Politik di : .
Daerah Umum/Pemili Daerah Pemantauan Situasi

han Umum Politik di Daerah yang

Kepala Daerah,
serta
Pemantauan
Situasi Politik
di Daerah yang
Disusun

Disusun
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Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya

Jumlah Orang
yang
Mengikuti
Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,

Politik, Peningkatan Demokrasi, Demokrasi, Politik, Peningkatan Demokrasi, . .
e I I Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten Fasilitasi 1100 Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Pesisir Kelembagaan 500.000 | Pemerintahan, Perwakilan dan Pesisir R & 1100 Orang 2,000,000,000
A - X Orang A - Pemerintahan,
Partai Politik, Pemilihan Selatan Pemerintahan, Partai Politik, Pemilihan Selatan . .
s R . Perwakilan dan Partai
Umum/Pemilihan Umum Kepala Perwakilan Umum/Pemilihan Umum Kepala " I
. . . X . Politik, Pemilihan
Daerah, serta Pemantauan Situasi dan Partai Daerah, serta Pemantauan Situasi .
S . S Umum/Pemilihan Umum
Politik di Daerah Politik, Politik di Daerah
L Kepala Daerah, serta
Pemilihan : R
Umum/Pemili Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
han Umum
Kepala Daerah,
serta
Pemantauan
Situasi Politik
di Daerah
Jumlah Orang
yang
Mengikuti
Koordinasi di
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika Jumlah Orang yahg o
Budava Politik Mengikuti Koordinasi di
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Peniny Katan ’ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Bidang Pendidikan Politik,
Pendidikan Politik, Etika Budaya Demogkrasi Pendidikan Politik, Etika Budaya Etika Budaya Politik,
Politik, Peningkatan Demokrasi, L Politik, Peningkatan Demokrasi, Peningkatan Demokrasi,
el Fasilitasi e e
Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Pesisir Pemerinfahan 22 Orang 1.233.536.614 | Pemerintahan, Perwakilan dan Pesisir Pemerintahan, 26 Orang 1,109,608,573
Partai Politik, Pemilihan Selatan Perwakilan ! Partai Politik, Pemilihan Selatan Perwakilan dan Partai
Umum/Pemilihan Umum Kepala dan Partai Umum/Pemilihan Umum Kepala Politik, Pemilihan
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah, serta Pemantauan Situasi Umum/Pemilihan Umum
Politik di Daerah L Politik di Daerah Kepala Daerah, serta
Pemilihan : R
Umum/Pemili Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
han Umum

Kepala Daerah,
serta
Pemantauan
Situasi Politik
di Daerah
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Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya

Jumlah
Laporan Hasil
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,

Politik, Peningkatan Demokrasi, Demokrasi, Politik, Peningkatan Demokrasi, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten Fasilitasi Kelembagaan
. 8 . Pesisir 2 Laporan 500.000 . & . Pesisir . 5 2 Laporan 301,142,880
Pemerintahan, Perwakilan dan Selatan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Selatan Pemerintahan,
Partai Politik, Pemilihan Pemerintahan, Partai Politik, Pemilihan Perwakilandan Partai
Umum/Pemilihan Umum Kepala Perwakilandan Umum/Pemilihan Umum Kepala Politik, Pemilihan
Daerah, serta Pemantauan Situasi Partai Politik, Daerah, serta Pemantauan Situasi Umum/Pemilihan Umum
Politik di Daerah Pemilihan Politik di Daerah Kepala Daerah, serta
Umum/Pemili Pemantauan Situasi
han Umum Politik di Daerah
Kepala Daerah,
serta
Pemantauan
Situasi Politik
di Daerah
Jumlah
Kabupaten tzp(i)ar:ann 1 Kabupaten Jumlah Laporan Kegiatan
Pelaksanaan tugas Paskibraka Pesisir g . 500.000 | Pelaksanaan tugas Paskibraka Pesisir Pelaksanaan Tugas 1 Kegiatan 20,000,000
Pelaksanaan Kegiatan .
Selatan Selatan Paskibraka
Tugas
Paskibraka
PROGRAM PEMBERDAYAAN Kabupaten z'::;akss‘a’::ﬁan PROGRAM PEMBERDAYAAN Kabupaten | Ormasyang
DAN PENGAWASAN ORGANISASI Pesisir aktivitas 83 Ormas 70.000.000 | DAN PENGAWASAN ORGANISASI Pesisir melaksanakan aktivitas 83 Ormas 448,643,860
KEMASYARAKATAN Selatan . . KEMASYARAKATAN Selatan sesuai regulasi
sesuai regulasi
Perumusan Kebijakan Teknis dan Kabupaten Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Kabupaten
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pesisir Ormas/LSI\.lI. ) 83 Ormas 70.000.000 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pesisi Jumla.rr C?rmas/I:SM yang 83 Ormas 448,643,860
Pemberdayaan dan Pengawasan yang Memiliki Pemberdayaan dan Pengawasan Memiliki Legaalitas
s Selatan . L. Selatan
Organisasi Kemasyarakatan Legaalitas Organisasi Kemasyarakatan
Jumlah
Dokumen
Program Kerja Jumlah Dokumen
Penyusunan Program Kerja di di Bidang Penyusunan Program Kerja di Program Kerja di Bidang
. Pendaftaran . Pendaftaran Ormas,
Bidang Pendaftaran Ormas, Bidang Pendaftaran Ormas,
. Kabupaten Ormas, . Kabupaten Pemberdayaan Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi N 2 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi L . -
L Pesisir Pemberdayaan 500.000 o Pesisir Evaluasi dan Mediasi 5 Dokumen 35,000,000
dan Mediasi Sengketa Ormas, Dokumen dan Mediasi Sengketa Ormas,
Selatan Ormas, Selatan Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas . Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah Evaluasi dan Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan
J Mediasi g Ormas Asing di Daerah
Sengketa yang Disusun
Ormas,
Pengawasan
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Ormas dan
Ormas Asing di
Daerah yang
Disusun
Jumlah
Kebijakan di
Bidang
Pendaftaran
Ormas, Jumlah Kebijakan di
Penyusunan Bahan Perumusan Pemberdayaan Penyusunan Bahan Perumusan Bidang Pendaftaran
Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Kabupaten . Kabupaten R
Ormas, Pemberdayaan Ormas, L. Evaluasi dan 2 Ormas, Pemberdayaan Ormas, L. Ormas, Evaluasi dan
. L Pesisir L 500.000 . . Pesisir . 2 Dokumen 20,000,000
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Mediasi Dokumen Evaluasi dan Mediasi Sengketa Mediasi Sengketa Ormas,
Selatan Selatan
Ormas, Pengawasan Ormas dan Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah Ormas, Ormas Asing di Daerah Ormas Asing di Daerah
Pengawasan yang Disusun
Ormas dan
Ormas Asing di
Daerah yang
Disusun
Jumlah Orang
yang
Mengikuti
Pelaksanaan
Kébljakan di Jumlah Orang yang
Bidang Mengikuti Pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Pelaksanaan Kebijakan di Bidang g .
Kebijakan di Bidang
Pendaftaran Ormas, Ormas, Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Kabupaten Pemberdayaan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Kabupaten Pendaftaran Ormas,
. yA ’ Pesisir i 13 Orang 500.000 . y. ! Pesisir Pemberdayaan Ormas, 65 Orang 55,000,000
dan Mediasi Sengketa Ormas, Ormas, dan Mediasi Sengketa Ormas, . -
Selatan . Selatan Evaluasi dan Mediasi
Pengawasan Ormas dan Ormas Evaluasi dan Pengawasan Ormas dan Ormas
. . L . . Sengketa Ormas,
Asing di Daerah Mediasi Asing di Daerah
Pengawasan Ormas dan
Sengketa ; .
Ormas Asing di Daerah
Ormas,
Pengawasan
Ormas dan

Ormas Asing di
Daerah
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Jumlah Orang
yang

Mengikuti
Koordinasi di
Bidang
Pendaftaran Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Mengikuti Koordinasi di
Ormas, .
Pendaftaran Ormas, Pendaftaran Ormas, Bidang Pendaftaran
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Kabupaten Pemberdayaan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Kabupaten Ormas, Pemberdayaan
ave ' Pesisir Ormas, 90 Orang 25.000.000 aye g Pesisir ' cay 1750 Orang 160,000,000
dan Mediasi Sengketa Ormas, . dan Mediasi Sengketa Ormas, Ormas, Evaluasi dan
Selatan Evaluasi dan Selatan .
Pengawasan Ormas dan Ormas L Pengawasan Ormas dan Ormas Mediasi Sengketa Ormas,
. . Mediasi . A
Asing di Daerah Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan
Sengketa A .
Ormas Asing di Daerah
Ormas,
Pengawasan
Ormas dan
Ormas Asing di
Daerah
Jumlah
Laporan Hasil
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di .
Bidan Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi g Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Monitoring, Evaluasi dan
Lo Pendaftaran o S
dan Pelaporan di Bidang Ormas dan Pelaporan di Bidang Pelaporan di Bidang
Pendaftaran Ormas, Kabupaten Pembe,rda aan Pendaftaran Ormas, Kabupaten Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Pesisir Ormas ¥ 2 Laporan 43.500.000 | Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Pesisir Pemberdayaan Ormas, 2 Laporan 178,643,860
dan Mediasi Sengketa Ormas, Selatan - dan Mediasi Sengketa Ormas, Selatan Evaluasi dan Mediasi
Evaluasi dan
Pengawasan Ormas dan Ormas Mediasi Pengawasan Ormas dan Ormas Sengketa Ormas,
Asing di Daerah Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan
Sengketa ; .
Ormas Asing di Daerah
Ormas,
Pengawasan
Ormas dan
Ormas Asing di
Daerah
Persentase
Hasil
Pembinaan Persentase Hasil
PROGRAM PEMBINAAN DAN Kabupaten dan PROGRAM PEMBINAAN DAN Kabupaten Pembinaan dan
PENGEMBA-NGAN KETAHANAN Pesisir Pengembanga 85% 2.500.000 | PENGEMBA-NGAN KETAHANAN Pesisir Pengembangan 85% 1,954,990,439
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Selatan n Ketahanan EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Selatan Ketahanan Ekonomi,
Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sosial dan
Budaya
Jumlah
Perumusan Kebijakan Teknis dan Penyelenggara Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidan, Kabupaten an Pemantapan Pelaksanaan Bidan, Kabupaten Jumlah Penyelenggaraan
P . . g Pesisir Pencegahan 1 Kali 2.500.000 p N . 8 Pesisir Pencegahan dan 1 Kali 1,954,990,439
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Selatan dan Selatan Pengawasan Pekat
Budaya Budaya
Pengawasan
Pekat
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Jumlah
Dokumen
Program Kerja
di Bidang
Ketahanén Jumlah Dokumen
Ekonomi, Program Kerja di Bidan
Penyusunan Program Kerja di Sosial, Budaya Penyusunan Program Kerja di 8 ) . s
X R I X R Ketahanan Ekonomi,
Bidang Ketahanan Ekonomi, dan Fasilitasi Bidang Ketahanan Ekonomi, X
. e . e Sosial, Budaya dan
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kabupaten Pencegahan Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kabupaten L
L 2 L Fasilitasi Pencegahan
Pencegahan Penyalagunaan Pesisir Penyalagunaa 500.000 | Pencegahan Penyalagunaan Pesisir . 2 Dokumen 65,000,000
g e . Dokumen 8 e Penyalagunaan Narkotika,
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Selatan n Narkotika, Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Selatan .
e Fasilitasi Kerukunan Umat
Umat Beragama dan Penghayat Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat
. R Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah Kerukunan Kepercayaan di Daerah .
Kepercayaan di Daerah
Umat ang Disusun
Beragama dan yang
Penghayat
Kepercayaan
di Daerah yang
Disusun
Jumlah
Kebijakan di
Bidang
Ketahanan
Ekonomi, . .
Penyusunan Bahan Perumusan Sosial, Budaya Penyusunan Bahan Perumusan qulah Kebijakan di
- . e - . Bidang Ketahanan
Kebijakan di Bidang Ketahanan dan Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ketahanan R .
R R K K Ekonomi, Sosial, Budaya
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pencegahan Ekonomi, Sosial, Budaya dan e
Fasilitasi Pencegahan Kabupaten Penyalagunaa 2 Fasilitasi Pencegahan Kabupaten dan Fasilitasi Pencegahan
& . Pesisir 4 g 500.000 & . Pesisir Penyalagunaan Narkotika, 2 Dokumen 95,000,000
Penyalagunaan Narkotika, n Narkotika, Dokumen Penyalagunaan Narkotika, R
e Selatan e e Selatan Fasilitasi Kerukunan Umat
Fasilitasi Kerukunan Umat Fasilitasi Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Beragama dan Penghayat Kerukunan Beragama dan Penghayat .
. . Kepercayaan di Daerah
Kepercayaan di Daerah Umat Kepercayaan di Daerah .
yang Disusun
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan
di Daerah yang
Disusun
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Jumlah Orang

yang

Mengikuti

Pelaksanaan

Kebijakan di

Bidang Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahan?n Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mer.‘.glkun P.elzlaksanaan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Eko‘nom|, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Kebijakan di Bldang'

I Sosial, Budaya e Ketahanan Ekonomi,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Kabupaten dan Fasilitasi Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Kabupaten Sosial, Budaya dan
Penyalagunaan Narkotika, Pesisir 60 Orang 500.000 | Penyalagunaan Narkotika, Pesisir L 64 Orang 799,901,327
S Pencegahan e Fasilitasi Pencegahan

Fasilitasi Kerukunan Umat Selatan Fasilitasi Kerukunan Umat Selatan .

Penyalagunaa Penyalagunaan Narkotika,
Beragama dan Penghayat . Beragama dan Penghayat e
Kepercayaan di Daerah n Narkotika, Kepercayaan di Daerah Fasilitasi Kerukunan Umat

Fasilitasi Beragama dan Penghayat

Kerukunan Kepercayaan di Daerah

Umat

Beragama dan

Penghayat

Kepercayaan

di Daerah

Jumlah Orang

yang

Mengikuti

Koordinasi di

Bidang

Ketahanan Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ekonomi, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Mengikuti Koordinasi di
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Sosial, Budaya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Bidang Ketahanan
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Kabupaten dan Fasilitasi Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Kabupaten Ekonomi, Sosial, Budaya
Penyalagunaan Narkotika, Pesisir Pencegahan 60 Orang 500.000 | Penyalagunaan Narkotika, Pesisir dan Fasilitasi Pencegahan 500 Orang 800,000,000
Fasilitasi Kerukunan Umat Selatan Penyalagunaa Fasilitasi Kerukunan Umat Selatan Penyalagunaan Narkotika,
Beragama dan Penghayat n Narkotika, Beragama dan Penghayat Fasilitasi Kerukunan Umat
Kepercayaan di Daerah Fasilitasi Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat

Kerukunan Kepercayaan di Daerah

Umat

Beragama dan

Penghayat

Kepercayaan

di Daerah
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Jumlah
Laporan Hasil
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Ketahanan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Monitoring, Evaluasi dan
dan Pelaporan di Bidang Ekonomi, dan Pelaporan di Bidang Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Sosial, Budaya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Ketahanan Ekonomi,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Kabupaten dan Fasilitasi Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Kabupaten Sosial, Budaya dan
v enceg Pesisir 2 Laporan 500.000 v enceg Pesisir 1al, Buday 8 Laporan 195,089,112
Penyalagunaan Narkotika, Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan
S Selatan e Selatan .
Fasilitasi Kerukunan Umat Penyalagunaa Fasilitasi Kerukunan Umat Penyalagunaan Narkotika,
Beragama dan Penghayat n Narkotika, Beragama dan Penghayat Fasilitasi Kerukunan Umat
Kepercayaan di Daerah Fasilitasi Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat
Kerukunan Kepercayaan di Daerah
Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan
di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN Kabupaten Persentase KEWASPADAAN NASIONAL DAN Kabupaten persentase Konflik yan
PENINGKATAN KUALITAS DAN Pesisir Konflik yang 100% 269.463.586 PENINGKATAN KUALITAS DAN Pesisir ditangani yang 100% 2,091,439,832
FASILITASI PENANGANAN Selatan ditangani FASILITASI PENANGANAN Selatan &
KONFLIK SOSIAL KONFLIK SOSIAL
Jumlah
e Ko ek 0 | e | Mot | e Kl 0 | e | s tomendad |
. P Pesisir 'g Rekomen 269.463.586 . P Pesisir Penanganan Konflik yang . 2,091,439,832
Kewaspadaan Nasional dan Selatan Konflik yang dasi Kewaspadaan Nasional dan selatan ditindak Laniuti Rekomendasi
Penanganan Konflik Sosial ditindak Penanganan Konflik Sosial )
Lanjuti
Jumlah
Dokumen
Program Kerja
di Bidang Jumlah Dokumen
Kewaspadaan .
o . Program Kerja di Bidang
s Dini, Kerja - L N
Penyusunan Program Kerja di . Penyusunan Program Kerja di Kewaspadaan Dini, Kerja
X o . Sama Intelijen, X o . "
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Pemantauan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asin Sama Intelijen, Pemantauan Pemantauan Orang Asing,
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Kabupaten Tenaga Kerga, 2 Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Kabupaten Tenaga Kerja Asing dan
dan Lembaga Asing, Pesisir X g ) 375.000 | dan Lembaga Asing, Pesisir Lembaga Asing, 2 Dokumen 75,000,000
Asing dan Dokumen
Kewaspadaan Perbatasan antar Selatan Lembaga Kewaspadaan Perbatasan antar Selatan Kewaspadaan Perbatasan
Negara, Fasilitasi Kelembagaan R & Negara, Fasilitasi Kelembagaan antar Negara, Fasilitasi
. Asing, . X
Bidang Kewaspadaan, serta Bidang Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang
L Kewaspadaan o
Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah Kewaspadaan, serta
Perbatasan -
Penanganan Konflik di
antar Negara, Daerah yang Disusun
Fasilitasi yang
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
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serta
Penanganan
Konflik di
Daerah yang
Disusun
Jumlah
Kebijakan di
Bidang
Kewaspadaan
Dini, Kerja
Sama Intelijen,
Pemantauan Jumlah Kebijakan di
Orang Asing, Bidang Kewaspadaan
Penyusunan Bahan Perumusan N Penyusunan Bahan Perumusan . . -
- . Tenaga Kerja - o Dini, Kerja Sama Intelijen,
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan . Kebijakan di Bidang Kewaspadaan .
. . i, Asing dan - . . Pemantauan Orang Asing,
Dini, Kerja Sama Intelijen, Dini, Kerja Sama Intelijen, . .
. Lembaga . Tenaga Kerja Asing dan
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kabupaten Asin 2 Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kabupaten Lembaga Asin
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Pesisir & 375.000 | Kerja Asing dan Lembaga Asing, Pesisir g & 5 Dokumen 75,000,000
Kewaspadaan Dokumen Kewaspadaan Perbatasan
Kewaspadaan Perbatasan antar Selatan Kewaspadaan Perbatasan antar Selatan .
e Perbatasan I antar Negara, Fasilitasi
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Negara, Fasilitasi Kelembagaan X
R antar Negara, R Kelembagaan Bidang
Bidang Kewaspadaan, serta e Bidang Kewaspadaan, serta
L Fasilitasi [ Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah -
Kelembagaan Penanganan Konflik di
Bidang Daerah yang Disusun
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di
Daerah yang
Disusun
Jumlah Orang
yang
Mengikuti
pelaksanaan
Kebijakan di Jumlah Orang yang
Bidang Mengikuti pelaksanaan
" . Ki d . . Kebijakan di Bid
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang t‘em‘/aspa‘ aan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ebijakan ci 5 ‘arg .
e . Dini, Kerja e . Kewaspadaan Dini, Kerja
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama . Kewaspadaan Dini, Kerja Sama -
N Sama Intelijen, " Sama Intelijen,
Intelijen, Pemantauan Orang Intelijen, Pemantauan Orang .

R R R Pemantauan R X . Pemantauan Orang Asing,
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Kabupaten Orang Asin Asing, Tenaga Kerja Asing dan Kabupaten Tenaga Keria Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Pesisir g 5’ 50 Orang 375.000 | Lembaga Asing, Kewaspadaan Pesisir 8 J. € 50 Orang 500,000,000

Tenaga Kerja Lembaga Asing,
Perbatasan antar Negara, Selatan . Perbatasan antar Negara, Selatan
I X Asing dan A X Kewaspadaan Perbatasan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Fasilitasi Kelembagaan Bidang e
Lembaga antar Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta Penanganan Asin Kewaspadaan, serta Penanganan Kelembagaan Bidan
Konflik di Daerah & Konflik di Daerah 8 g
Kewaspadaan Kewaspadaan, serta
Perbatasan Penanganan Konflik di
antar Negara, Daerah
Fasilitasi

Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
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serta
Penanganan
Konflik di
Daerah

Jumlah Orang
yang

Mengikuti

Koordinasi di

Bidang

Kewaspadaan

Dini, Kerja Jumlah Orang yang

Sama Intelijen, Mengikuti Koordinasi di
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Bidang Kewaspadaan
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Orang Asing, Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Dini, Kerja Sama Intelijen,
Intelijen, Pemantauan Orang Tenaga Kerja Intelijen, Pemantauan Orang Pemantauan Orang Asing,
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Kabupaten Asing dan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Kabupaten Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Pesisir Lembaga 60 Orang 97.000.000 | Lembaga Asing, Kewaspadaan Pesisir Lembaga Asing, 60 Orang 601,399,936
Perbatasan antar Negara, Selatan Asing, Perbatasan antar Negara, Selatan Kewaspadaan Perbatasan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Fasilitasi Kelembagaan Bidang antar Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta Penanganan Perbatasan Kewaspadaan, serta Penanganan Kelembagaan Bidang
Konflik di Daerah antar Negara, Konflik di Daerah Kewaspadaan, serta

Fasilitasi Penanganan Konflik di

Kelembagaan Daerah

Bidang

Kewaspadaan,

serta

Penanganan

Konflik di

Daerah

Jumlah

Laporan Hasil

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan di

Bidang Jumlah Laporan Hasil

Kewaspadaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dini, Kerja Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaporan di Bidang
dan Pelaporan di Bidang Sama Intelijen, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Pemantauan Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Sama Intelijen,
Intelijen, Pemantauan Oran Orang Asin Intelijen, Pemantauan Oran Pemantauan Orang Asin
AsingJ Ténaga Kerja Asing dagn Kabupaten Tenaga Kel’ji’! AsingJ Ténaga Kerja Asing dagn Kabupaten Tenaga Kerja Asinggdan &

g > Pesisir . 2 Laporan 375.000 g > Pesisir . 2 Laporan 175,039,896

Lembaga Asing, Kewaspadaan Selatan Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Selatan Lembaga Asing,
Perbatasan antar Negara, Lembaga Perbatasan antar Negara, Kewaspadaan Perbatasan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang antar Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta Penanganan Kewaspadaan Kewaspadaan, serta Penanganan Kelembagaan Bidang
Konflik di Daerah Perbatasan Konflik di Daerah Kewaspadaan, serta

antar Negara, Penanganan Konflik di

Fasilitasi Daerah

Kelembagaan

Bidang

Kewaspadaan,

serta

Penanganan
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Konflik di
Daerah

Jumlah
Dokumen Hasil

Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil

L Kabupaten Forum . Kabupaten
P.eIaKsanaan Forum Koordinasi Pesisi Koordinasi 2 170.963.586 Pglakﬁanaan Forum Koordinasi Pesisi Pelaks-anaf'an'For.um 2 Dokumen 665,000,000
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota - Dokumen Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pimpinan
Selatan Pimpinan Selatan
Daerah Kabupaten/Kota

Daerah

Kabupaten/Ko

ta

67



Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan
yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat
Kabupaten Pesisir Selatan, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
tidak adanya usulan dari masyarakat, dapat dilihat pada tabel T-C.32

berikut ini :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2025

Kabupaten Pesisir Selatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indokator
No | Program/Kegiatan | Lokasi Besaran/Volume | Catatan
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tidak Ada Usulan

68




Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan yang diinginkan dalam Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik  Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025
didasarkan kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang sudah
dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan
sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu secara umum adalah Pesisir
Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum berperan dalam mewujudkan arah kebijakan yaitu

pembinaan politik dalam negeri melalui strategi :

1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi

2) Peningkatan kapasitas partai politik

3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pemilu

4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan

5) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi
Pancasila

6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa

7) Fasilitasi penanganan konflik sosial

Dalam mewujudkan arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum menyusun 1 program yaitu Program Pembinaan Politik
dan pemerintahan Umum dengan sasaran program dan indikator kinerja

program yaitu :

a. Meningkatkan kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi

b. Simpul strategis pembumian Pancasila berjalan optimal
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c. Aparatur pusat dan daerah, tim terpadu penanganan konflik sosial yang
mampu melaksanakan secara optimal deteksi dini dan cegah dini serta

pengawasan orang asing dan lembaga asing

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berlandaskan misi yang telah ditetapkan , maka Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun
2025-2029 menetapkan tujuan “ Terwujudnya Tata Kelola Badan Kesbangpol
Yang Efisien dan Berkinerja Tinggi untuk Mewujudkan Kehidupan
Bermasyarakat Yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM dengan

indikator sebagai berikut :

Indeks Harmoni Indonesia
Indeks Demokrasi Indonesia
Persentase Pemilih pada Pilpres

Persentase Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a kb=

Indeks Ketahanan Nasional
Sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir

Selatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam ideologi dan wawasan

kebangsaan.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi
5. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan

3.3 Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja (renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman program dan

kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Visi
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dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam tabel program dan kegiatan ini
dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan serta rencana
tahun depan dan Prakiraan Maju Rencana. Untuk selengkapnya rincian
program dan kegiatan tahun 2024 serta Prakiraan Maju Rencana tahun 2025

dapat dilihat pada Tabel T-C. 33 dibawah ini:
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Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pesisir Selatan

Rencana Tahun 2025 C Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
. ata-
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja tan
i Target Kebutuhan . Kebutuhan
Kode Pemerintahan Daferah Program/ Kegiatan Lokasi ‘ Sumber Pen- Target Capaian
dan Program/ Kegiatan okasi Capaian Dana/ Pagu Dana . Kinerja Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif ting Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
o UNSUR PEMERINTAHAN Ka::g:;e" Pendapatan
umMuMm Transfer
Selatan
0 BADAN KESATUAN Kabupaten Pendapatan
8 1 BANGSA DAN POLITIK Pesisir 5.870.708.145 Transfer 14,573,595,409
Selatan
PROGRAM PENUNJANG | Persentase Persentase
olo URUSAN Ketercapaian Kabupaten pendapatan Ketercapaian
8 1 1 PEMERINTAHAN Penunjang Urusan Pesisir 100% 3.370.708.145 Tran:fer Penunjang Urusan 4,692,307,571
DAERAH Pemerintah Daerah Selatan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA Kabupaten Kabupaten
Persentase Persentase
Perencanaan, . . . —
olol 20 Penganggaran. dan Sinkronisasi Kabupaten Pendapatan Sinkronisasi
8 & .gg. ! Perencanaan dan Pesisir 100% 37.451.500 P Perencanaan dan 130,000,000
1 1 1 Evaluasi Kinerja L. Transfer ..
Pelaksanaan Kinerja Selatan Pelaksanaan Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kabupaten Jumlah Dokumen
8 (1) (1) 210 0(1)0 Perencanaan Perangkat Perencanaan Pesisir Dokjmen 37.451.500 Pitgzzf;fn Perencanaan 50,000,000
Daerah Perangkat Daerah Selatan Perangkat Daerah
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Koordinasi dan Kabupaten
2.0 | 000 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Pesisir 2 0 Pendapatan Jumlah Dokumen 20,000,000
1 2 Dokumen Transfer
RKA-SKPD Selatan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Perubahan RKA- Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPP dan Lz?por.an Kabupaten SKP.D dan Lépor_an
2.0 000 Hasil Koordinasi . 1 Pendapatan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Pesisir 0 20,000,000
1 3 Penyusunan Dokumen Transfer Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD Selatan
Dokumen Dokumen
Perubahan RKA- Perubahan RKA-
SKPD SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Kinerja SKPD dan
2.0 | 000 Penyusunan Laporan Laporan Hasil Kabupaten Pendapatan Laporan Hasil
: Capaian Kinerja dan poran s Pesisir 4 Laporan 0 P poran 1 20,000,000
1 6 . L Koordinasi Transfer Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja Selatan
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
SKPD . L . L
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
2.0 | 000 | EvaluasiKinerja Jumlah .LaporeTn Kabupa.ten Pendapatan Jumlah .La!:)ora?n
1 - peranekat Daerah Evaluasi Kinerja Pesisir 1 Laporan 0 Transfer Evaluasi Kinerja 20,000,000
& Perangkat Daerah Selatan Perangkat Daerah
Persentase Tertib Persentase Tertib
2.0 Administrasi Keuangan Administrasi Kabupaten Pendapatan Administrasi
: & Pesisir 100% 2.444.462.171 P 2,524,775,691
2 Perangkat Daerah Keuangan Transfer Keuangan Perangkat
Selatan
Perangkat Daerah Daerah
. . Jumlah Orang yang Kabupaten 20 Jumlah Orang yang
ZéO 0(1)0 ?j:yaendlzfzjsll\?an Menerima Gaji dan Pesisir Orang/bul 2.324.102.171 Pitgig?;:n Menerima Gaji dan 2,345,766,181
1ang Tunjangan ASN Selatan an Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
. - . | Hasil Penyediaan Kabupaten Hasil Penyediaan
2.0 | 000 | Penyediaan Administrasi | )\ i Pesisir ! 120.360.000 | "endapatan Administrasi 139,009,510
2 2 Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Transfer
Pelaksanaan Tugas Selatan Pelaksanaan Tugas
ASN ASN
Koordinasi dan Jumlah Laporan Kabupaten Jumlah Laporan
ZéO 020 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Pesisir 1 Laporan 0 Pe_rr:;if];:?:fn Keuangan Akhir 20,000,000
Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Selatan Tahun SKPD dan
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SKPD Laporan Hasil Laporan Hasil
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/
. Triwulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Semesteran SKPD Semesteran SKPD
2.0 | 000 Penyusunan Laporan dan Laporan Kabupaten Pendapatan dan Laporan
: Keuangan Bulanan/ pore Pesisir 1 Laporan 0 P pors 20,000,000
2 7 . Koordinasi Transfer Koordinasi
Triwulanan/ Semesteran Selatan
SKPD Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulana Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD n/Semesteran SKPD
Persentase Persentase
Administrasi Barang .. . Kabupaten .. .
2.0 Milik Daerah pada Ac!r:mnlstram Barang Pesisir 85% 0 Pendapatan Ad'l?'lInIStI‘aSI Barang 125,000,000
3 Perangkat Daerah Milik Daerah pada selatan Transfer Milik Daerah pada
€ Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan
2.0 | 000 | Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kabupa.ten 1 Pendapatan Jumlah Rencana
3 1 Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang Pesisir Dokumen 0 Transfer Kebutuhan Barang 20,000,000
SKPD J Milik Daerah SKPD Selatan Milik Daerah SKPD
D D
20 | 000 | Pengamanan Barang Jumlah Dokumen Kabupa.ten 1 Pendapatan Jumlah Dokumen
3 ) Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Pesisir Dokumen 0 Transfer Pengamanan Barang 5,000,000
Milik Daerah SKPD Selatan Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Koordinasi dan Penilaian Hasil Penilaian Kabupaten Hasil Penilaian
2.0 1 000 Barang Milik Daerah Barang Mlhk Da.eral'f Pesisir 1 Laporan 0 Pendapatan Barang Mlhk Da.erah. 20,000,000
3 3 dan Hasil Koordinasi Transfer dan Hasil Koordinasi
SKPD - Selatan -
Penilaian Barang Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Pembinaan, Hasil Pembinaan, Kabupaten Hasil Pembinaan,
2.0 000 Pengawasa'm, dan Pengawase?n, dan Pesisir 1 Laporan 0 Pendapatan Pengawasa'm, dan 20,000,000
3 4 Pengendalian Barang Pengendalian Selatan Transfer Pengendalian
Milik Daerah pada SKPD | Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
pada SKPD pada SKPD
2.0 | 000 | Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Kabupaten 1 Laporan 0 | Pendapatan Jumlah Laporan 20,000,000
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3 5 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Pesisir Transfer Rekonsiliasi dan
Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Selatan Penyusunan Laporan
pada SKPD Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
pada SKPD pada SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Kabupaten
2.0 | 000 | Penatausahaan Barang Penatausahaan Pesisir 1 Laboran 0 Pendapatan Penatausahaan 20.000.000
3 6 Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah Selatan P Transfer Barang Milik Daerah e
pada SKPD pada SKPD
Jumlah Dokumen Kabupaten Jumlah Dokumen
2.0 | 000 | Pemanfaatan Barang Hasil Pemanfaatan Pespisir 1 0 Pendapatan Hasil Pemanfaatan 20,000,000
3 7 Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah Selatan Dokumen Transfer Barang Milik Daerah e
SKPD SKPD
- . Persentase Tertib Persentase Tertib
2.0 Administrasi Administrasi Kabupaten Pendapatan Administrasi
. Kepegawaian Perangkat . Pesisir 85% 0 P R 180,000,000
5 Daerah Kepegawaian selatan Transfer Kepegawaian
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
lah Uni lah Uni
Peningkatan Sarana dan Jum'a Unit Kabupaten Jum'a Unit
2.0 000 - Peningkatan Sarana . . Pendapatan Peningkatan Sarana
Prasarana Disiplin Pesisir 1 Unit 0 50,000,000
5 1 ) dan Prasarana Transfer dan Prasarana
Pegawai S . Selatan o .
Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai
2.0 | 000 Pengadaan Pakaian :’l;r:;?ahnps:;zts Kabupaten Pendapatan LL;T;?athSil;zts
: Dinas beserta Atribut . Pesisir 1 Paket 0 P . 10,800,000
5 2 beserta Atribut Transfer beserta Atribut
Kelengkapannya Selatan
Kelengkapan Kelengkapan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
20 | 000 Pendataan dan N . Pendataan dan Kabupa.ten 1 Pendapatan Pendataan dan
Pengolahan Administrasi | Pengolahan Pesisir 0 Pengolahan 20.000.000
5 3 . . . Dokumen Transfer . .
Kepegawaian Administrasi Selatan Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
20 | 000 Koordinasi dar.l Hasil Koordlnas.l dan Kabupa_ten 1 Pendapatan Hasil Koordlnas.| dan
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaaan Sistem Pesisir 0 Pelaksanaaan Sistem 20.000.000
5 4 . . . Dokumen Transfer .
Informasi Kepegawaian Informasi Selatan Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, Monitoring, Kabupaten Monitoring,
2.0 000 dan Penilaian Kinerja Evaluasi, dan Pesisir 1 0 Pendapatan Evaluasi, dan 20.000.000
5 4 . . L Dokumen Transfer . L
Pegawai Penilaian Kinerja Selatan Penilaian Kinerja
Pegawai Pegawai
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2.0 | 000 | Pemulangan Pegawai Jumlfah Pegawal Kabupa.ten Pendapatan Juml?h Pegawai
. Pensiun yang Pesisir 10Orang 0 Pensiun yang 20.000.000
5 5 yang Pensiun . Transfer .
Dipulangkan Selatan Dipulangkan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
50 | 000 Pemulang?n Pegawai Hasil Pernulangan Kabupa.ten Pendapatan Hasil Pe.mulangan
yang Meninggal dalam Pegawai yang Pesisir 1 Laporan 0 Pegawai yang 20.000.000
> 7 i Transfer .
Melaksanakan Tugas Meninggal dalam Selatan Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas Melaksanakan Tugas
Kabupaten
2.0 | 000 | indahan Tugas Asn | Juah ASN yang Pesisir 1 Orang o | Pendapatan Jumlah ASN yang 20.000.000
5 8 dipindahtugaskan Transfer dipindahtugaskan
Selatan
Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Berdasarkan Tugas Kabupaten Berdasarkan Tugas
2.0 | 000 | Pelatihan Pegawai dan Fungsi yang p . Pendapatan dan Fungsi yang
o Pesisir 1 Orang 0 o 20.000.000
5 9 Berdasarkan Tugas dan Mengikuti Selatan Transfer Mengikuti
Fungsi Pendidikan dan Pendidikan dan
Pelatihan Pelatihan
e Jumlah Orang yang Kabupaten Jumlah Orang yang
2.0 | 001 | Sosialisasi Peraturan Mengikuti Sosialisasi Pesisir 1 Orang 0 Pendapatan Mengikuti Sosialisasi 20.000.000
5 0 Perundang-Undangan Transfer
Peraturan Selatan Peraturan
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Mengikuti Mengikuti
20 | 000 Bimbingan Te.knls Bimbingan Te.knls Kabupa.ten Pendapatan Bimbingan Te.knls
Implementasi Peraturan | Implementasi Pesisir 1 Orang 0 Implementasi 20.000.000
1 2 Transfer
Perundang-Undangan Peraturan Selatan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
. . . Persentase Tertib Kabupaten Persentase Tertib
2.0 Administrasi Umum Administrasi Umum Pesisir 85% 308.499.835 | Pendapatan Administrasi Umum | 503,951,959
6 Perangkat Daerah Transfer
Perangkat Daerah Selatan Perangkat Daerah
. Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Komponen . .
50 | 000 | Instalasi Komponen Instalasi Kabupaten Pendapatan Komponen Instalasi
: L Listrik/Penerangan Pesisir 2 Paket 5.540.877 P Listrik/Penerangan 10,433,595
6 1 Listrik/Penerangan Transfer
Bangunan Kantor Selatan Bangunan Kantor

Bangunan Kantor

yang Disediakan

yang Disediakan
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Jumlah Paket

Jumlah Paket

Penyediaan Peralatan Kabupaten
2.0 000 dan Perlengkapan Peralatan dan Pesisir 1 Paket 0 Pendapatan Peralatan dan 20,000,000
6 2 Perlengkapan Kantor Transfer Perlengkapan Kantor
Kantor o Selatan s
yang Disediakan yang Disediakan
Jumlah Paket Jumlah Paket
. Kabupaten
2.0 | 000 | Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah . Pendapatan Peralatan Rumah
Pesisir 1 Paket 0 20,000,000
6 3 Rumah Tangga Tangga yang Transfer Tangga yang
Lol Selatan Lo
Disediakan Disediakan
. Jumlah Paket Bahan Kabupaten Jumlah Paket Bahan
2.0 | 000 Pen.ye.dlaan Bahan Logistik Kantor yang Pesisir 4 Paket 23.133.562 Pendapatan Logistik Kantor yang 23,657,691
6 4 Logistik L Transfer o
Disediakan Selatan Disediakan
20 | oo | Pervediaangarang | SEERFEREPIENE | abupaten pendapatan Coangan
: Cetakan dan Pesisir 5 Paket 22.948.396 p 31,883,983
6 5 Pengeandaan Penggandaan yang Selatan Transfer Penggandaan yang
ge Disediakan Disediakan
Penyediaan Bahan Penyediaan Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kabupaten Bacaan dan
2.0 000 Bacaan dan Peraturan Peraturan Pesisir 1 0 Pendapatan Peraturan 11,009,000
6 6 Dokumen Transfer
Perundang undangan Perundang Selatan Perundang
undangan undangan
e . Jumlah Laporan Kabupaten Jumlah Laporan
2.0 | 000 | Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan Pesisir 1 Laporan 10.164.000 Pendapatan Fasilitasi Kunjungan 19,631,370
6 8 Tamu Transfer
Tamu Selatan Tamu
2.0 000 Penyelenggaraan Rapat LUeTIZTel;mapc;rrzgn Kabupaten Pendapatan :Dl:er:lir;e;apc;:'zgn
; Koordinasi dan yelenggaraan Pesisic | 4 Laporan 246.713.000 P yelenggaraan 292,336,320
6 9 Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi Selatan Transfer Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen
2.0 | 001 | Penatausahaan Arsip Penatausahaan Kabupa'ten 1 Pendapatan Jumlah Dokumen .
. . L. R Pesisir 0 Penatausahaan Arsip 40,000,000
6 0 Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada Dokumen Transfer . .
Selatan Dinamis pada SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Dukungan Kabupaten Dukungan
2.0 | 001 | Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pespisir 1 0 Pendapatan Pelaksanaan Sistem 35000000
6 1 Berbasis Elektronik pada | Pemerintahan Selatan Dokumen Transfer Pemerintahan T

SKPD

Berbasis Elektronik
pada SKPD

Berbasis Elektronik
pada SKPD
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. Persentase Persentase
Pengadaan Barang Milik . X
2.0 Daerah Penunian Ketersediaan Kabupaten Pendapatan Ketersediaan
: Jang Barang Milik Daerah Pesisir 85% 24.836.250 P Barang Milik Daerah | 344,687,736
7 Urusan Pemerintah B Transfer N
Sesuai Dengan Selatan Sesuai Dengan
Daerah
Perencanaan Perencanaan
Jumlah Unit Jumlah Unit
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Kabupaten Kendaraan
2.0 000 | Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas p . . Pendapatan Perorangan Dinas
. Pesisir 1 Unit 0 40,000,000
7 1 Kendaraan Dinas atau Kendaraan Selatan Transfer atau Kendaraan
Jabatan Dinas Jabatan yang Dinas Jabatan yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Unit Jumlah Unit
20 | 000 Pt.engadaan K?ndaraan Kendar.aan Dinas Kabupa.ten ' Pendapatan Kendar.aan Dinas
. ) Dinas Operasional atau Operasional atau Pesisir 1 Unit 0 Transfer Operasional atau 40,000,000
Lapangan Lapangan yang Selatan Lapangan yang
Disediakan Disediakan
Kabupaten
2.0 1000 | 5 oadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Pesisir 28 Unit 18.481.500 | "endapatan Jumlah Paket Mebel 92,743,980
7 5 yang disediakan Transfer yang disediakan
Selatan
Jumlah Unit Jumlah Unit
2.0 | 000 | Pengadaan Peralatan Peralatan dan Mesin Kabupaten Pendapatan Peralatan dan Mesin
: gadaan e \ Pesisir 3 Unit 6.354.750 P \ 111,943,756
7 6 dan Mesin Lainnya Lainnya yang Transfer Lainnya yang
A Selatan A
Disediakan Disediakan
50 | 000 Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kabupa.ten . Pendapatan Jumlah Unit Gedung
Kantor atau Bangunan Kantor atau Pesisir 2 Unit 0 Kantor atau 20,000,000
7 9 . . Transfer .
Lainnya Bangunan Lainnya Selatan Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana Jumlah Unit Sarana
Pengadaan Sarana dan
20 | 001 | Prasarana Gedun dan Prasarana Kabupaten Pendapatan dan Prasarana
’ & Gedung Kantor atau Pesisir 2 Unit 0 P Gedung Kantor atau 20,000,000
7 0 Kantor atau Bangunan . Transfer .
Lainnva Bangunan Lainnya Selatan Bangunan Lainnya
¥ yang Disediakan yang Disediakan
Jumlah Unit Sarana Jumlah Unit Sarana
Pengadaan Sarana dan dan Prasarana Kabupaten dan Prasarana
2.0 | 001 | Prasarana Pendukung Pendukung Gedung p . . Pendapatan Pendukung Gedung
Pesisir 2 Unit 0 20,000,000
7 1 Gedung Kantor atau Kantor atau Selatan Transfer Kantor atau

Bangunan Lainnya

Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Bangunan Lainnya
yang Disediakan
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Persentase Persentase
2.0 Penyediaan Jasa Ketersediaan Kabupaten Pendapatan Ketersediaan
. Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Pesisir 100% 363.718.389 P Barang Milik Daerah 388,856,897
8 A B Transfer N
Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Selatan Sesuai Dengan
Perencanaan Perencanaan
L L
2.0 | 000 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah. aporan Kabupa.ten Pendapatan Jumlah. aporan
3 1 Menvurat Penyediaan Jasa Pesisir 1 Laporan 0 Transfer Penyediaan Jasa 20,000,000
v Surat Menyurat Selatan Surat Menyurat
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kabupaten Penyediaan Jasa
22.;0 0;)0 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Pesisir 1 Laporan 37.401.000 P?rr::f]?::fn Komunikasi, Sumber 44,264,800
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Selatan Daya Air dan Listrik
yang disediakan yang disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kabupaten Penyediaan Jasa
2.0 000 Peralatan dan Peralatan dan Pesisir 1 Laporan 0 Pendapatan Peralatan dan 40,000,000
8 3 Transfer
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Selatan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan yang Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
P i P i K P i
20 | 000 enyediaan Jasa enyediaan Jasa abupa_ten Pendapatan enyediaan Jasa
Pelayanan Umum Pelayanan Umum Pesisir 1 Laporan 326.317.389 Pelayanan Umum 284,592,097
8 4 Transfer
Kantor Kantor yang Selatan Kantor yang
disedikan disedikan
P lih B
2.0 N:rl?; I;a::Z;nPeiTnn'in Persentase Barang Kabupaten pendapatan Persentase Barang
X ENUNJANE | \rilik Daerah yang Pesisir 85% 191.740.000 P Milik Daerah yang 515,035,288
9 Urusan Pemerintahan .o Transfer R
Berkondisi Baik Selatan Berkondisi Baik
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Perorangan Dinas
2.0 | 000 | Pemeliharaan, dan Pajak | atau Kendaraan Kabupaten Pendapatan atau Kendaraan
: ! J . Pesisir 1 Unit 41.090.000 P . 100,649,288
9 1 Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Selatan Transfer Dinas Jabatan yang
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Dinas Operasional
2.0 | 000 | Pemeliharaan, Pajak dan | atau Lapangan yan Kabupaten Pendapatan atau Lapangan yan
; e el au Lapangan yang Pesisir 6 Unit 43,050,000 P au rapangan yang 35,000,000
9 2 Perizinan Kendaraan Dipelihara dan Selatan Transfer Dipelihara dan

Dinas Operasional atau
Lapangan

dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
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Kabupaten
2.0 1000 | o eliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Pesisir 10 Unit o | Pendapatan Jumlah Mebel yang 15,000,000
9 5 Dipelihara Transfer Dipelihara
Selatan
20 | 000 | Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan Kabupaten Pendapatan Jumlah Peralatan
: . . dan Mesin Lainnya Pesisir 17 Unit 7.600.000 P dan Mesin Lainnya 14,250,000
9 6 dan Mesin Lainnya - Transfer o
yang Dipelihara Selatan yang Dipelihara
Jumlah Gedung Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Rehabilita | Kantor dan Kabupaten Kantor dan
2.
0 000 si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pesisir 1 Unit 0 Pendapatan Bangunan Lainnya 40,000,000
9 9 . - Transfer L
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Selatan yang Dipelihara/
Direhabilitasi Direhabilitasi
:’u:sfgrs\:rg:;j:n Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilita & Prasarana Gedung
2.0 | 001 | siSaranadan Prasarana Kantor atau Kabupaten Pendapatan Kantor atau
: Bangunan Lainnya Pesisir 2 Unit 100.000.000 P . 300,136,000
9 0 Gedung Kantor atau Transfer Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang Selatan ang Dipelihara/
J ¥ Dipelihara/Direhabili y' & p .
8 Direhabilitasi
tasi
Jumlah Sarana dan Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilita | Prasarana Prasarana
50 | oo1 | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kabupa.ten . Pendapatan Pendukung Gedung
Pendukung Gedung Kantor atau Pesisir 1 Unit 0 Kantor atau 10,000,000
9 1 . Transfer .
Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya Selatan Bangunan Lainnya
Lainnya yang Dipelihara/ yang Dipelihara/
Direhabilitasi Direhabilitasi
PROGRAM PENGUATAN | Jumlah Masyarakat Kabupaten Jumlah Masyarakat
IDEOLOGI PANCASILA yang Meningkat .. Pendapatan yang Meningkat
DAN KARAKTER Wawasan SZeI:It:; 500 Orang 922.199.800 Transfer Wawasan 1,735,362,254
KEBANGSAAN Kebangsaannya Kebangsaannya
Perumusan Kebijakan :’L;Tyllaerl‘enggaraan JP":errr:\l/ae?enggaraan
Teknis dan Pemantapan - . Kabupaten L. .
2. . A . . 21 ,
0 Pelaksanaan Bidang Pendidikan Ideologi Pesisir 922.199.800 | Fendapatan Pendidikan Ideclogi, |, _¢ 1c) 54
1 R . Wawasan Upacara Transfer Wawasan
Ideologi Pancasila dan Selatan
Karakter Kebangsaan Kebangsaan dan Kebangsaan dan
& Karakter Bangsa Karakter Bangsa
Penyusunan Program Jumlah Dokumen Kabupaten Jumlah Dokumen
2.0 | 000 Kerja di Bidang Ideologi Program Kerja di Pesisir 2 499.800.000 Pendapatan Program Kerja di 50,000,000
1 1 . . Dokumen Transfer . .
Wawasan Kebangsaan, Bidang Ideologi Selatan Bidang Ideologi
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Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan

Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
yang Disusun

Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
yang Disusun

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan,

Jumlah Kebijakan
Teknis di Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela

Jumlah Kebijakan
Teknis di Bidang

Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela

K
2.0 | 000 | Bela Negara, Karakter Negara, Karakter abupa.ten 2 Pendapatan Negara, Karakter
Pesisir 500.000 50,000,000
1 2 Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran Selatan Dokumen Transfer Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Tunggal Ika dan Tunggal lka dan
Kebangsaan Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
yang Disusun yang Disusun
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Kebijakan Mengikuti Mengikuti
di Bidang Ideologi Pelaksanaan Pelaksanaan
g & Kebijakan di Bidang Kebijakan di Bidang
Wawasan Kebangsaan, . .
20 | 000 | Bela Negara Karakter Ideologi Wawasan Kabupaten Pendapatan Ideologi Wawasan
) gara, Kebangsaan, Bela Pesisir 25 Orang 500.000 P Kebangsaan, Bela 95,000,000
1 3 Bangsa, Pembauran Transfer
. Negara, Karakter Selatan Negara, Karakter
Kebangsaan, Bineka
. Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran
Tunggal lka dan Sejarah . .
Kebangsaan Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bineka
g Tunggal Ika dan Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi Mengikuti Mengikuti
di Bidang Ideologi Koordinasi di Bidang Koordinasi di Bidang
Wawasan Kebangsaan, Ideologi Wawasan Ideologi Wawasan
2.0 | 000 | Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Bela Kabupaten Pendapatan Kebangsaan, Bela
: gara, gsaan, Pesisir | 500 Orang 118.000.000 P gsaan, 327,967,944
1 4 Bangsa, Pembauran Negara, Karakter Selatan Transfer Negara, Karakter

Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan

Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan

Sejarah Kebangsaan

Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan

Sejarah Kebangsaan
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Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Ideologi

Jumlah Laporan
Hasil Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang

Jumlah Laporan
Hasil Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang

Wawasan Kebangsaan, Ideologi Wawasan Kabupaten Ideologi Wawasan
2.0 | 000 . Pendapatan
Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Bela Pesisir 2 Laporan 500.000 Kebangsaan, Bela 85,000,000
1 5 Transfer
Bangsa, Pembauran Negara, Karakter Selatan Negara, Karakter
Kebangsaan, Bineka Bangsa, Pembauran Bangsa, Pembauran
Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bineka
Kebangsaan Tunggal lka dan Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga
yang Mengikuti yang Mengikuti
Pembentukan dan Pembentukan dan
Pembentukan dan
Penumbuhan Penumbuhan
Penumbuhan Karakter
. Karakter Keluarga Karakter Keluarga
Keluarga Melalui . . . .
. Melalui Peningkatan Melalui Peningkatan
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Kesadaran Kesadaran
. Masyarakat Akan Kabupaten Masyarakat Akan
2.0 | 000 | Pentingnya Penghayatan Pentingnya Pesisir 20 500.000 Pendapatan Pentingnya 180,000,000
1 6 dan Pengamalan Keluarga Transfer
. Penghayatan dan Selatan Penghayatan dan
Pancasila dalam Semua
. Pengamalan Pengamalan
Aspek Kehidupan . .
Pancasila dalam Pancasila dalam
Bermasyarakat,
Semua Aspek Semua Aspek
Berbangsa, dan . .
Bernegara Kehidupan Kehidupan
g Bermasyarakat, Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Berbangsa, dan
Bernegara Bernegara
Laporan Hasil Laporan Hasil
Pembinaan terhadap Pembinaan Aktivitas Kabupaten Pembinaan Aktivitas
2.0 | 000 aktivitas kepaskibrakaan Kepasklbrakéan dan Pesisir 1 500.000 Pendapatan Kepask|braka.\an dan 10,000,000
1 7 . Laporan Hasil Dokumen Transfer Laporan Hasil
dan Purnapaskibraka . Selatan .
Pembinaan Pembinaan
Purnapaskibraka Purnapaskibraka
Kabupaten
2.0 000 Pem?entukan Jumlah Paskibraka Pesisir 73 Orang 800.000.000 Pendapatan Jumlah Paskibraka 907,494,310
1 8 Paskibraka Selatan Transfer
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Laporan Hasil

Laporan Hasil

50 | 000 Pembinaan Lanjutan Pembinaan Lanjutan Kabupaten 1 Pendapatan Pembinaan Lanjutan
:'L 9 kepada Purnapaskibraka | kepada Pesisir Dokumen 400.000 Tran's)fer kepada 10,000,000
Duta Pancasila Purnapaskibraka Selatan Purnapaskibraka
Duta Pancasila Duta Pancasila
Laporan Hasil Laporan Hasil
Pelaksanaan tugas Kabupaten
2.0 | 001 Purnapaskibraka Duta Pelaksanaa.n Tugas Pesisir 1 400,000 Pendapatan Pelaksanaa.n Tugas 10,000,000
1 0 . Purnapaskibraka Dokumen Transfer Purnapaskibraka
Pancasila . Selatan .
Duta Pancasila Duta Pancasila
Pengangkatan Jumlah Kabupaten Jumlah
2.0 | 001 Purnapaskibraka Duta Purnapaskibraka Pesisir 73 Orang 400.000 Pendapatan Purnapaskibraka 10,000,000
1 1 . . Transfer .
Pancasila Duta Pancasila Selatan Duta Pancasila
PROGRAM Pemahaman politk pemahaman politk
PENINGKATAN PERAN dikalangan dikalangan
PARTAI POLITIK DAN masyargkat/aparat Kabupaten masyarikat/aparatu
LEMBAGA PENDIDIKAN . . o Pendapatan
MELALUI PENDIDIKAN ur d.aerah serta Pesisir 85% 1.235.836.614 Transfer r dafarah serta 3,630,751,453
terciptanya Selatan terciptanya
POLITIK DAN stabilitas politik stabilitas politik
PENGEMBANGAN ETIKA pemerint:han yang pemerint:han yang
ERTA BUDAYA POLITIK
S v o kondusif di daerah kondusif di daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Perumusan Kebijakan Kegiatan Kegiatan
Teknis dan Pemantapan | Perumusan Perumusan
Pelaksanaan Bidang Kebijakan Teknis Kebijakan Teknis
Pendidikan Politik, Etika | dan Pemantapan dan Pemantapan
Budaya Politik, Pelaksanaan Bidang Pelaksanaan Bidang
Peningkatan Pendidikan Politik, Pendidikan Politik,
2.0 Demokerasi, Fasilitasi Etika Budaya Politik, Kabupaten Pendapatan Etika Budaya Politik,
: Kelembagaan Peningkatan Pesisir 2 Laporan 1.235.836.614 P Peningkatan 3,630,751,453
1 . . I Transfer . e
Pemerintahan, Demokrasi, Fasilitasi Selatan Demokrasi, Fasilitasi

Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik

Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
partai politik,
Pemilihan
umum/pemilihan
umum kepala

Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
partai politik,
Pemilihan
umum/pemilihan
umum kepala

&3




Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

daerah

daerah

Penyusunan Program
Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan

20 000 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Kabupaten ) Pendapatan Pemerintahan,
1 1 Pemerintahan, Perwakilan dan Pesisir Dokumen 400.000 Transfer Perwakilan dan 150,000,000
Perwakilan dan Partai Partai Politik, Selatan Partai Politik,
Politik, Pemilihan Pemilihan Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Umum Kepala Umum Kepala
serta Pemantauan Daerah, serta Daerah, serta
Situasi Politik di Daerah Pemantauan Situasi Pemantauan Situasi
Politik di Daerah Politik di Daerah
yang Disusun yang Disusun
Jumlah Kebijakan di Jumlah Kebijakan di
Penyusunan Bahan Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan
Perumusan Kebijakan di | Politik, Etika Budaya Politik, Etika Budaya
Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Politik, Peningkatan
Politik, Etika Budaya Demokrasi, Fasilitasi Demokrasi, Fasilitasi
Politik, Peningkatan Kelembagaan Kelembagaan
Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan, Kabupaten Pemerintahan,
2.0 | 000 | Kelembagaan Perwakilan dan Pesisi 2 400.000 Pendapatan Perwakilan dan 50 000.000
1 2 Pemerintahan, Partai Politik, Dokumen ’ Transfer Partai Politik, e
. . I Selatan -
Perwakilan dan Partai Pemilihan Pemilihan
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Umum Kepala
Umum Kepala Daerah, Daerah, serta Daerah, serta
serta Pemantauan Pemantauan Situasi Pemantauan Situasi
Situasi Politik di Daerah Politik di Daerah Politik di Daerah
yang Disusun yang Disusun
Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
di Bidang Pendidikan Mengikuti Mengikuti
2.0 | 000 | Politik, Etika Budaya Pelaksanaan Kabupaten 1100 Pendapatan Pelaksanaan
L . . . Pesisir 500.000 " - 2,000,000,000
1 3 Politik, Peningkatan Kebijakan di Bidang Selatan Orang Transfer Kebijakan di Bidang

Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan

Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,

Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
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Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi
di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi

Jumlah Orang yang
Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi

Jumlah Orang yang
Mengikuti
Koordinasi di Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi

50 | 000 Kelembagaan Kelembagaan Kabupaten Pendapatan Kelembagaan
1 4 Pemerintahan, Pemerintahan, Pesisir 22 Orang 1.233.536.614 Transfer Pemerintahan, 1,109,608,573
Perwakilan dan Partai Perwakilan dan Selatan Perwakilan dan
Politik, Pemilihan Partai Politik, Partai Politik,
Umum/Pemilihan Pemilihan Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan
serta Pemantauan Umum Kepala Umum Kepala
Situasi Politik di Daerah Daerah, serta Daerah, serta
Pemantauan Situasi Pemantauan Situasi
Politik di Daerah Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, | Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Evaluasi dan Pelaporan Hasil Monitoring, Hasil Monitoring,
di Bidang Pendidikan Evaluasi dan Evaluasi dan
Politik, Etika Budaya Pelaporan di Bidang Pelaporan di Bidang
20 000 Politik, Peningkatan Pendidikan Politik, Kabupaten Pendapatan Pendidikan Politik,
Demokrasi, Fasilitasi Etika Budaya Politik, Pesisir 2 Laporan 500.000 Etika Budaya Politik, 301,142,880
1 5 . Transfer .
Kelembagaan Peningkatan Selatan Peningkatan

Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan

Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilandan

Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilandan
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Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Jumlah Laporan

Kabupaten

Jumlah Laporan

0 2.0 | 000 Pelal.<sanaan tugas Kegiatan Pesisir 1 Kegiatan 500.000 Kegiatan 20,000,000
3 1 6 Paskibraka Pelaksanaan Tugas Selatan Pelaksanaan Tugas
Paskibraka Paskibraka
PROGRAM Ormas yan Ormas yan
0 PEMBERDAYAAN DAN meIaksZnaﬁan Kabupaten Pendapatan meIaksZnalg(an
a PENGAWASAN aktivitas sesuai Pesisir 83 Ormas 70.000.000 Tran:fer aktivitas sesuai 448,643,860
ORGANISASI regulasi Selatan regulasi
KEMASYARAKATAN € &
Perumusan Kebijakan
o | 2.0 :Z:(an':ad:ana:eBniLaan:apan Jumlah Ormas/LSM Kabupaten Pendapatan Jumlah Ormas/LSM
: g yang Memiliki Pesisir 83 Ormas 70.000.000 P yang Memiliki 448,643,860
4 1 Pemberdayaan dan . Transfer .
. . | Legaalitas Selatan Legaalitas
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Program Kerja di Program Kerja di
Penyusunan Program . .
A Bidang Pendaftaran Bidang Pendaftaran
Kerja di Bidang
Ormas, Ormas,
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Kabupaten Pemberdayaan
0 2.0 | 000 Pember.dayaan ofm'f"s’ Ormas, Evaluasi dan Pesisir 2 500.000 Pendapatan Ormas, Evaluasi dan 35,000,000
4 1 1 Evaluasi dan Mediasi . Dokumen Transfer e
Mediasi Sengketa Selatan Mediasi Sengketa
Sengketa Ormas,
Ormas, Pengawasan Ormas, Pengawasan
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah Ormas dan Ormas Ormas dan Ormas
& Asing di Daerah yang Asing di Daerah yang
Disusun Disusun
Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan di Jumlah Kebijakan di
Perumusan Kebijakan di | Bidang Pendaftaran Bidang Pendaftaran
Bidang Pendaftaran Ormas, Kabupaten Ormas,
0 2.0 000 Ormas, Pemberdayaan Pemberdayaan Pesisir 2 500.000 Pendapatan Pemberdayaan 20,000,000
4 1 2 . . Dokumen Transfer .
Ormas, Evaluasi dan Ormas, Evaluasi dan Selatan Ormas, Evaluasi dan

Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan

Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan

Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
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Ormas dan Ormas Asing | Ormas dan Ormas Ormas dan Ormas
di Daerah Asing di Daerah yang Asing di Daerah yang
Disusun Disusun
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Kebijakan Mengikuti Mengikuti
di Bidane Pendaftaran Pelaksanaan Pelaksanaan
s Kebijakan di Bidang Kebijakan di Bidang
Ormas, Pemberdayaan
20 000 | Ormas. Evaluasi dan Pendaftaran Ormas, Kabupaten Pendapatan Pendaftaran Ormas,
) . Pemberdayaan Pesisir 13 Orang 500.000 P Pemberdayaan 55,000,000
1 3 Mediasi Sengketa . Transfer .
Ormas, Evaluasi dan Selatan Ormas, Evaluasi dan
Ormas, Pengawasan . .
. Mediasi Sengketa Mediasi Sengketa
Ormas dan Ormas Asing
di Daerah Ormas, Pengawasan Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Ormas dan Ormas
Asing di Daerah Asing di Daerah
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi Mengikuti Mengikuti
di Bidang Pendaftaran Koordinasi di Bidang Koordinasi di Bidang
Ormas, Pemberdayaan Pendaftaran Ormas, Kabupaten Pendaftaran Ormas,
2. E i
0 | 000 Orm?s,. valuasi dan Pemberdayaan. Pesisir 90 Orang 25.000.000 Pendapatan Pemberdayaan' 160,000,000
1 4 Mediasi Sengketa Ormas, Evaluasi dan Selatan Transfer Ormas, Evaluasi dan
Ormas, Pengawasan Mediasi Sengketa Mediasi Sengketa
Ormas dan Ormas Asing | Ormas, Pengawasan Ormas, Pengawasan
di Daerah Ormas dan Ormas Ormas dan Ormas
Asing di Daerah Asing di Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Pelaksanaan Monitoring, | Hasil Monitoring, Hasil Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Evaluasi dan
di Bidang Pendaftaran Pelaporan di Bidang Pelaporan di Bidang
20 000 Ormas, Pemberdayaan Pendaftaran Ormas, Kabupaten Pendapatan Pendaftaran Ormas,
i 5 Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan Pesisir 2 Laporan 43.500.000 Tranzfer Pemberdayaan 178,643,860
Mediasi Sengketa Ormas, Evaluasi dan Selatan Ormas, Evaluasi dan
Ormas, Pengawasan Mediasi Sengketa Mediasi Sengketa
Ormas dan Ormas Asing | Ormas, Pengawasan Ormas, Pengawasan
di Daerah Ormas dan Ormas Ormas dan Ormas
Asing di Daerah Asing di Daerah
DAN PENGEMBANGAN . . o Pendapatan
KETAHANAN EKONOMI, ;::ag:an;:ingan S::::; 85% 2.500.000 Transfer ;::ag:ar:l;ingan 1,954,990,439
SOSIAL, DAN BUDAYA . . . .
Ekonomi, Sosial dan Ekonomi, Sosial dan
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Budaya Budaya
Perumusan Kebijakan
. ! Jumlah Jumlah
2.0 Teknis dan Pemantapan Penyelenggaraan Kabupaten Pendapatan Penyelenggaraan
Pelaksanaan Bidang yelenge Pesisir 1Kali 2.500.000 P yelengs 1,954,990,439
1 . Pencegahan dan Transfer Pencegahan dan
Ketahanan Ekonomi, Selatan
. Pengawasan Pekat Pengawasan Pekat
Sosial dan Budaya
Jumlah Dokumen
. Jumlah Dokumen
Program Kerja di s
Penyusunan Program . Program Kerja di
R Bidang Ketahanan .
Kerja di Bidang . . Bidang Ketahanan
. Ekonomi, Sosial, . .
Ketahanan Ekonomi, S Ekonomi, Sosial,
. Budaya dan Fasilitasi e
Sosial, Budaya dan Budaya dan Fasilitasi
e Pencegahan
Fasilitasi Pencegahan Kabupaten Pencegahan
2.0 | 000 Penyalagunaan . 2 Pendapatan
Penyalagunaan . - Pesisir 500.000 Penyalagunaan 65,000,000
1 1 . e Narkotika, Fasilitasi Dokumen Transfer . e
Narkotika, Fasilitasi Selatan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Kerukunan Umat Kerukunan Umat
Beragama dan
Beragama dan Beragama dan
Penghayat
Penghayat Kepercayaan . Penghayat
. Kepercayaan di .
di Daerah Kepercayaan di
Daerah yang Daerah yang Disusun
Disusun ¥
Jumlah Kebijakan di
Penyusunan Bahan . ) Jumlah Kebijakan di
" .| Bidang Ketahanan .
Perumusan Kebijakan di . . Bidang Ketahanan
. Ekonomi, Sosial, . .
Bidang Ketahanan . Ekonomi, Sosial,
. . Budaya dan Fasilitasi e
Ekonomi, Sosial, Budaya Budaya dan Fasilitasi
e Pencegahan
dan Fasilitasi Penyalagunaan Kabupaten Pencegahan
2.0 | 000 | Pencegahan . e . 2 Pendapatan Penyalagunaan
g Narkotika, Fasilitasi Pesisir 500.000 P ¥ .g e 95,000,000
1 2 Penyalagunaan Dokumen Transfer Narkotika, Fasilitasi
. e Kerukunan Umat Selatan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat
Beragama dan . Penghayat
Kepercayaan di .
Penghayat Kepercayaan Kepercayaan di
. Daerah yang .
di Daerah . Daerah yang Disusun
Disusun
Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
di Bidang Ketahanan Mengikuti Mengikuti
Ekonomi, Sosial, Budaya | Pelaksanaan Kabupaten Pelaksanaan
2.0 | 000 ! ! Pendapatan
dan Fasilitasi Kebijakan di Bidang Pesisir 60 Orang 500.000 P Kebijakan di Bidang 799,901,327
1 3 : Transfer )
Pencegahan Ketahanan Ekonomi, Selatan Ketahanan Ekonomi,

Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi

Sosial, Budaya dan
Fasilitasi

Sosial, Budaya dan
Fasilitasi
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Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan

Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan

Pelaksanaan Koordinasi
di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya

Penghayat Penghayat
Kepercayaan di Kepercayaan di
Daerah Daerah

Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Mengikuti Mengikuti

Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan

Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan

dan Fasilitasi e ikac
Pencegahan Fasilitasi Kabupaten Fasilitasi
2.0 | 000 Pencegahan Pendapatan Pencegahan
Penyalagunaan g Pesisir 60 Orang 500.000 P & 800,000,000
1 4 . I Penyalagunaan Transfer Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi . e Selatan . e
Narkotika, Fasilitasi Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Kerukunan Umat Kerukunan Umat
Beragama dan
Beragama dan Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
. Penghayat Penghayat
di Daerah . .
Kepercayaan di Kepercayaan di
Daerah Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Hasil Monitorin Hasil Monitorin
Pelaksanaan Monitoring, . & . &
. Evaluasi dan Evaluasi dan
Evaluasi dan Pelaporan Lo -
. Pelaporan di Bidang Pelaporan di Bidang
di Bidang Ketahanan 8 .
- . Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Ekonomi,
Ekonomi, Sosial, Budaya . .
I Sosial, Budaya dan Sosial, Budaya dan
dan Fasilitasi I e
20 | 000 | Pencesahan Fasilitasi Kabupaten Pendapatan Fasilitasi
& Pencegahan Pesisir 2 Laporan 500.000 P Pencegahan 195,089,112
1 5 Penyalagunaan Transfer
Penyalagunaan Selatan Penyalagunaan

Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
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PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN . Kabupaten .
PENINGKATAN P::‘Segittzs: ::i"ﬂ'k Pesisir 100% 269.463.586 P‘;’:::':::’" P:;‘c’e;'i"t:s: :gi"ﬂ'k 2,091,439,832
KUALITAS DAN yang ditang Selatan yang ditang
FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Perur_nusan Kebijakan Jumlah Jumlah
Teknis dan Pelaksanaan . .
2.0 Pemantapan Rekomendasi Kabupaten 10 Pendapatan Rekomendasi
: P . Penanganan Konflik Pesisir Rekomen 269.463.586 P Penanganan Konflik 2,091,439,832
1 Kewaspadaan Nasional o . Transfer .
. yang ditindak Selatan dasi yang ditindak
dan Penanganan Konflik o -
R Lanjuti Lanjuti
Sosial
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyusunan Program Program Kerja di Program Kerja di
Kerja di Bidang Bidang Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja | Kewaspadaan Dini, Kewaspadaan Dini,
Sama Intelijen, Kerja Sama Intelijen, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Pemantauan Orang Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Kabupaten Asing, Tenaga Kerja
2.0 | 000 | Asingdan Lembaga Asing dan Lembaga p . 2 Pendapatan Asing dan Lembaga
. . Pesisir 375.000 . 75,000,000
1 1 Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan Dokumen Transfer Asing, Kewaspadaan
Selatan
Perbatasan antar Perbatasan antar Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Negara, Fasilitasi Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kelembagaan Bidang Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Penanganan Konflik Penanganan Konflik
Daerah di Daerah yang di Daerah yang
Disusun Disusun
Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan di Jumlah Kebijakan di
Perumusan Kebijakan di | Bidang Bidang
Bidang Kewaspadaan Kewaspadaan Dini, Kewaspadaan Dini,
Dini, Kerja Sama Kerja Sama Intelijen, Kabupaten Kerja Sama Intelijen,
2.0 000 Intelijen, Pemantauan Pemantauan Orang Pesisir 2 375.000 Pendapatan Pemantauan Orang 75,000,000
1 2 . . . Dokumen Transfer . .
Orang Asing, Tenaga Asing, Tenaga Kerja Selatan Asing, Tenaga Kerja

Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan

Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar

Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
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Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di

Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah yang

Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah yang

Daerah Disusun Disusun
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Kebijakan Mengikuti Mengikuti

di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan

pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang

pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang

. . . Kabupaten . :
2. L A A T K P A T K
0 000 embaga Asing, s!ng, enaga Kerja Pesisi 60 Orang 375.000 endapatan s!ng, enaga Kerja 500,000,00
1 3 Kewaspadaan Asing dan Lembaga Selatan Transfer Asing dan Lembaga
Perbatasan antar Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan
Negara, Fasilitasi Perbatasan antar Perbatasan antar
Kelembagaan Bidang Negara, Fasilitasi Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik di Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta
Daerah Penanganan Konflik Penanganan Konflik
di Daerah di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi Jumlah Or,ang yang Jumlah Ofa”g yang
di Bidang Kewaspadaan Mengikuti Mengikuti
L g P Koordinasi di Bidang Koordinasi di Bidang
Dini, Kerja Sama . ..
. Kewaspadaan Dini, Kewaspadaan Dini,
Intelijen, Pemantauan . . . "
. Kerja Sama Intelijen, Kerja Sama Intelijen,
Orang Asing, Tenaga
. . Pemantauan Orang Pemantauan Orang
Kerja Asing dan Asing, Tenaga Kerja Kabupaten Asing, Tenaga Kerja
2.0 000 | Lemb Asi ' Pendapat ’
embaga Asing, Asing dan Lembaga Pesisir 60 Orang 97.000.000 | ' cncapatan Asing dan Lembaga 601,399,936
1 4 Kewaspadaan . Transfer .
Asing, Kewaspadaan Selatan Asing, Kewaspadaan

Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah

Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah
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Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga

Jumlah Laporan
Hasil Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang

Jumlah Laporan
Hasil Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang

Kerja Asing dan . . Kabupaten . .
2.
0 | 000 Lembaga Asing, As!ng, Tenaga Kerja Pesisir 2 Laporan 375.000 Pendapatan As!ng, Tenaga Kerja 175,039,896
1 5 Asing dan Lembaga Transfer Asing dan Lembaga
Kewaspadaan . Selatan .
Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
e Perbatasan antar Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi e e
. Negara, Fasilitasi Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang . .
Kelembagaan Bidang Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
- Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di . .
Daerah Penanganan Konflik Penanganan Konflik
di Daerah di Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
50 | 000 Pelaksanaan Forum Hasil Pelaksanaan Kabupaten ) Hasil Pelaksanaan
i 6 Koordinasi Pimpinan Forum Koordinasi Pesisir Dokumen 170.963.586 Forum Koordinasi 665,000,000
Daerah Kabupaten/Kota | Pimpinan Daerah Selatan Pimpinan Daerah

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program
sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya dijabarkan ke dalam
rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan
untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan
kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang dipilih untuk
setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas
kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pesisir Selatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan
keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Indikator
kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan
identifikasi masalah, menetukan kebijakan, merencanakan anggaran,
memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang. Memantau
perkembangan pelaksanaan program dan kebijakan, sebagai bahan
pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta

sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah
jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau
pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas

beserta kebutuhan pendanaannya.
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Tabel Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Rincian Anggaran Belanja

Berdasarkan Program dan Kegiatan

Jumlah
Tahun N
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi
Tahun -1 Sebelum Sesudah Tahun +1
Belanja Operasi Belanja Modal ‘ BE.‘[l"rJ;u-g:ak Belanja Transfer l Jumiah {Rp) Belanja Operasi | Belanja Modal [ BE.‘FE':{;”;':“ Belanja Transfer Jumlah (Rp)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Rp. 5.509.908.565 Rp. 5.509.908585 Fp.5.420.350.835 Rp. 5.420.350.835
E] o1 KESATUAN BANGSA DAN FOLITIK Rp. 5,509,908 565 Rp. 5.509.908585 [  Rp.5.420.350.835 Rp. 5.420.350.835
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 o1 o PEMERINTAHAN DAERAH Ap. 3.324.909514 Rp. 332490951 | Rp. 3144575453 Rp. 3.144.575.653
KABUPATENMOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
E] o1 o 201 Evaluas| Kinefa Perangial Dsrah Rp. 36.852.700 Rp. 38562700 Rp. 28252400 Fip. 26:252.400
. bana A - Kab. Peslsk Selatan,
3 o o | 2o | oom zm"f;';f; Dakimen Rerencanaan UD";’;:"‘J“' Semua Kecamatan, Rp. 38.652.700 Rp. 38582700 R, 26.252.400 Fp. 28252400
rangeat Daern mum (DAU) Semua KelDesa
- Kab. Peslsk Selatan,
Semia Kecamatan,
Koorinas| dan Penyusunan Dokumen | - Dana Alokasl | Semua KelDesa
B L L L B [ ) Umum (DALY | - Kab. Peslsk Selatan,
Semua Kecamatan,
S KellDesa
- Kab. Peslsk Selatan,
Semua Kecamatan,
3 0 o 201 | goos | Kooroinasl dan Penyusunan Dokumen | - Dana Alosssl | Semua KelDesa
- Perubanan RKA-SKAD Umum (DAU) - Kab. Pesle Setatan,
Semua Kecamatan,
Semua KelDesa
- Kab. Peslel Selatan,
P
Koorahasl g Penyusiran Lagaran | L H:m: ::mm'
3 o o 201 | 0006 za’lual:rri\;;na can sz Realezsl || S R ity Penluanllsﬂemm
#e 8 Semua Kecamatan,
Samua KelDesa
- Kab. Pesls Setatan,
Samia Kecamatan,
- Dana Alokasl Semua KalDesa
3 o1 o 201 | 0007 | Evaluzel Minera Perangiat Dasah | [y oy *Kab. Pesll Selatan,
SeMUE Kecamatan,
SeMia KelDesa
3 o | oot | am E‘::‘I';:m Keuangan Perangkat Rp. 2530.003.208 Rp.253:003208|  Rp.2.550.118.520 Rp. 2.550.118.520
Dana Aloias! - Kab. Peslsk Selatan,
E] o1 o 202 | 0001 | Penyediaan Gall san Tunjangan Agw | * D3NG Alokasl Semua Kecamatan, Rp. 2.482.963 208 Rp. 2462963206 |  Rp. 2462963520 Rp. 2.452963.520
Umum {DAU) -
Semua KelDesa
- Kab. Pesle Setatan,
Semua Kecamatan,
Peryediaan Atministrasl Pelaksanaan | - Dana Alokasl | Semua KelDesa o
3 o ol 2tz | ooaz | N Umum (DAL} Kb, Peer ez, Rp. 56.040.000 Rp. 56.040.000 Rp. 67.155.000 Fp. B7.155.000
Smia Ketamatan,
Semua KelDesa
- Kab. Pesle Setatan,
Semua Kecamatan,
) o o aga 0005 Koordinas| dan Pe1yusnnan Lﬂmﬁ1 - Dana Alokas| Semua KelDesa
. Keuangan AKIr Tafun SKPD umum (DAU) - Kab. Pesls Setatan,
Samia Kecamatan,
Samua KelDesa
- Kab. Pesls Setatan,
Samia Kecamatan,
Kooranas| gan Penyusunan Laparan | oo | aar 2 bos
3 o o 202 | 0007 | Keuangan Bulanani TawulEnan Umum (DAU) ~Kab. Pestek Selatan
P B g ,
Samesteran SKPD Semia Kecamatan,
SeMia KelDesa
Adminlstrasl Barang Milk Daesan
E o o b paca Perangkat Daerah

94




Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan
Jumiah
Tahun N
Kode Uralan ‘Sumber Dana Lokasl Tanun -1 Sabslum ‘Sezudah Tahun~1
Balanja Tidak
Belanja Operasl |  Balanja Modal Tarduga Belanja Tranafer | Jumiah (Rp) Belanja Operasl |  Belanja Modal Belanja Tranafer | Jumiah (Rp)
- Kz, Peshk Gelman,
2amus zcamatan,
ot | 23 | opsr |Penyesunen Perencanam kebutunan | - Dana Alokas | ZemuaKeiDesa
- Earang Mk Dozran 2KFD Umum{DAL] |- Kak, Pesk Selsan,
‘Zemua Kecamatan,
2emuaKeiDesa
- Ka, Pestsk Gelman,
2amus zcamatan,
ot | 23 | opse |Penuamenan Bermng Mk Doeran |- DenaAlokast | ZemuaeiDesa
- ) Umum{DAL] |- Kak, Pesk Selsan,
‘Zemua Kecamatan,
2emuaKeiDesa
- Ka, Pestsk Gelman,
2amus zcamatan,
ot | 203 | opes | Wesreinesi can Pentisien Barang Mk | - Dana Alokast | aemuaerDesa
- Daran 2KFD UmumiDAU) |- Kas, Pesisl Selman,
‘Zemua secamatan,
ZemuaKelDesa
- Kz, Peshk Gelman,
2amus zcamatan,
ot | 202 | oo | Pengeeon Beang b paerey | e siokst | Semuakieioess
. m“emn s Umum {0AL - i, Peshoh Calatan,
‘Zemua secamatan,
ZemuaKelDesa
- Kah, Peshk Selaian,
‘Zemua Kecamatan,
ot | 203 | ooos | Fssensitest can Perusunan Laporan | - Cana plokast | 2emusizvoesa
- Barang MIk Daers pags SXFD | Umum(DAL] | - Kai Pestsk Gelman,
‘Zemua secamatan,
ZemuaKelDesa
- Kah, Peshk Selatan,
ot | 203 | opog |Penetsusansan Samng ik Daeran |- Dana Aok | J0S FEHEF EEREE
Daca GKFD umamiDag) | e
j - Kz, Pestsk Gelman,
0t | 203 | ooy |Pemantestan Bemng bk Daersn |- Danadlokast | AR FEREF S5
FD umamiDau) | e
o | zos o Kenegawalen Pemngat Rp. 37.588.000 Fig. 37.588.000 Fa.0 Rp.0
) - Kz, Pestk Gelman,
0t | 205 | opoy | Penivekaten Sranacan Prasarana |- Dana dlokast | AR FEREF SSERE
Dkl Pegawal umamiDau) | e
st | 2os | ooer |Penesesn Pesmen Orascesern |- canaoiam |20 Feslil Seiman,
) Aot UmamiBAN | semuakeroesa
i - Ka, Pestsk Gefman,
ot | zas | opss | Pendaiesndan Pengaianan - Dana Aot
2amus KeiDess
- Kah, Peshk Selaian,
‘Zemua Kecamatan,
o 205 0004 Koordinasl can Pelaksanaan Eisem - Dana Alokas] ‘BemuaKelDesa
- o] Kepegawalen UmumiDAU) |- e, Pesisk Selman,
Zemua Kecamatan,
Zemua KeiDesa
j - Kas, Peskoh Calma,
ot | 205 | opss |Mertorig, Evabes, danFentein |- Danadlokasy | TS FEREF EERRE
Hanesiz Pegawal umumoauy [ o Rt
R - Kak, Peshsk Selar,
01 | 205 | 0006 | Pemuisngen Fegawd yarg Pensin | [EREASEL ) g ecamatan,
umamiDag) | e
. 205 | ooy | Pemtengan Peguwal yang Mesinggal| - Sana kast | Kias. Peshi Ssiman,
: Tugar Umumoay | 2emuske
emuaeiDesa
i - Kan, Pestsk Gelman,
o 205 | o002 | Pamincahan Tuges A2N Cenafokasl o e camatan,
umumiDau) | ZEee e
- Kas, Peskoh Calmae,
Feniclian dan Felsinen Fagawal | - Dana Alokas!
o | ozos [ oo | O ans dan uneal Umum@ag) | SemunKecaman, Ap. 37,588,000 Fin. 37.588.000 Ro.0 Ap.0
j - Kah, Peshk Selatan,
v | zos | omp | EesialsasPemtmn pana Aokl g secamaian,
Perurdang-Undangan umumnau) [ Some R
. 205 | ooy | Bmsingan Teknis ielementast -Dana Alokes) | 1535 Pk Sximan,
: Feraviran Lmum (DAL
rlinaangar ZemuaKeiDesa
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Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Jumiah
Tahun N
Kode Uralan Sumber Dana Lokasl
Tahun -1 Sabalum Sesudan Tahun+1
Belanja Operasl |  Betanja Modal B"T"“"’;Jw'm Belanja Tranafer |  Jumiah {Rp) Belanja Operasl |  Belanja Modal B“Th“";m'm Belanja Tranafer |  Jumiah (Rp)
| 2o AcmivisTas Umum Peranghat Daera Rp. 221041841 Fp. 221061541 Rp. 151611207 R ASE 1207
Fenyecian Komponen Instaiest anaAlkam | 7 fES Pesksk Selman,
n | 2o | o e ! | aemua ecamatan, R, 5276811 An E2TE AN Rp. 427548 An 4275448
UsiFenerangan Sanguran Kator Zemus KeliDesa
. - Kak. Pestsk Selman,
ot | 2o | osea | Peniedtes persisangen - Bana Aokt
3emua KefDesa
_ - Kak. Pestsk Selman,
] 205 | 0oz | Penyectsen Peraistan Ruman Tangge | | 2202 m' Zemua Kecamatan,
Zemus KeliDesa
[
o1 | 208 | oo+ | Penjecn Banen Logktksamar | {22 NS | semun ecamatan, Rp. 22 536,883 Ao z2s36883 Ap. 26381115 Fp. 26391116
Zemus KeliDesa
- Ha. Peatsk Gelman,
. | Penyectaen Borang Combandan | - Dana Alckes
o | zos | oms ‘Zemus Kecamaian, Rp. 2811767 Ao zzETE Rp. Z24ETELT R, 27547
Fenggancaan umumnauy | Semen Hecsmen
- Kak. Pestsk Selman,
Fenyeciam Banan Bacaan can - Cana Alckas!
o | zos | oms ‘2emua Kecamatan, Fp. 1.200.000 Fip. 1.800.000
Feraturan Peruncang-undangan umumnauy [ Gomen Bt
i - Kak. Pestsk Selman,
o | zos | oose Tama (e Ap.5540.000 iz 5800000 Ap.5340.000 Fm. 5340000
3emua KeiDesa
- sk, Pestsk Celman,
Fenyeienzgarsan Raps Kpardirasl | - Dana Alokas!
o | zos | oms Zemua Kecamaian, Ap. 163.376.500 Fp. 163.376.500 Rp. 2.737.000 Rp. S2.737.000
dan Kansufasl SKFD umum DAy | Semen s
. - Kak. Pestsk Selman,
o1 | 205 | omo | FEiteusanasn Amp Diams paca ua:‘:‘m' ‘Zemua Kecamatan,
Zemus KeliDesa
Dusungan Pelzksanaan Slstem - ana Alokast | -85 Peslak Selman,
o1 | 205 | oot | Pemenianan erass Hewronk | ;9@ SO | gemua ecamaian,
naca SKPD Zemus KeliDesa
Fengagaan Barang Mlk Daeran
n | aw Fenunjang Linusan Pemenntan
Daeran,
- Kak. Pestsk Selman,
Fengatsen Kencaraan Perorangan | - Dana Alokas
o | 2o | oo ‘Zemus Kecamaian,
Dinas stz Wendaraan Dinas Jasatan | UmumDavy [ SEmue Secamat
_ [rep—
o | 207 | oo [ Dersades kecamer ores e ol | semuaiecamatan,
panan Zemua KelDesa
. - Kak, Pestsk Selman,
o1 | 207 | ooos | Pengadsen Mebst ua:‘:‘m' ‘Zemua Kecamatan,
Zemus KeliDesa
. - Kai, Pestsk Gelman,
L] 207 | oo m"‘":”" Peralatan dan Mesin ua:‘:‘m' Zemua Kecamatan,
" emua KelDesa
- Kk, Pestsk Selman,
Fengadaan Secung Kanoraiey | - Dana Alckas
o | ozor | ome ‘2emua Kecamatan,
Bangunan Lalrrya Umumnaup [ Femn s
Fengadean Srana can Frasarana - Kak. Pestsk Selman,
o 207 | oot0 atau Bangunan Dana Alokasl | cynring Soal, 2emua
Lainmya HeiDes
Fengadaan Swans can Frasaana | - Kk, Pestsk Selman,
] 207 | oot | Penduiung  ana Algkas]
Bangunan Lalrrya Zemus KeliDesa
Fenyedinmn Jasa Penunjang Uinisan . .
o | 2m Penydan Jeza Pen. Rp. 351260685 Fip. 351.261.565 Rp. 282544.426 Fip. 282,544,426
. - Kak. Pestsk Selman,
o | zos | oou | Penyecnma srathemurt |2 R! | gemua ecamatan,
Zemus KeliDesa
- Kk, Pesksk Celmar,
Fenyedamn Jsa Komunkasl, - Cana Alckas] - !
or | zos | ooz |FSpiedme e ver L ol | semuaecamatan, Rp. 42547200 Fn. 42547200 Rp. 3£.008.400 R 38.008.400
L ‘2emua KeDesa
| 2 pogz | Pemyediasn Jmsa Persiatan can Cang Aloies | e Peslel Selman,
oA Zemua KelDesa
. - Kak. Pestsk Selman,
o1 | zos | opps |PeEniSdlEmasaPemananieum D2 AoEsl | gors kecamatan, Ap. 308714465 Ap. 308714455 Rp. 204535025 Ap. 244535008
Kantor umum oAUl [ gen Bt
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Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan
Jurnlah
Tahun N
Kods Uralan Sumber Dana Lokasl
Tahun -1 Sabgium Sesudan Tanun +1
Belanja Operas| Belanja Modal HB%IPGT';" Belanja Transfer Jumiah (Rp) Belanja Operas| Belanja Modal Hﬂ%mmr';“ Belanja Tranafer Jumiah (Rp)
Femelnyam Sarang VAlk Daeran
o | zoe Fenunjang Unusan Femernizhan Rp. 137.132.000 Fip. 137432000 R, 128,542,300 Fip. 128.548.300
Daran
Penyeciaen Jasa Pemeinaraan,
. - Kas, Pesksh Caimtan,
] 208 | oo [BER m'"““’:mD::’“n“  Dana Alokas Rp. $1.080.000 Fp. 41.080.000 Rp. £1.598.500 Fp. 41588500
Kendaraan Dinas Jasatan Semua KielDesa
Fenyeciaan Jasa Femeinaraan,
- Ka, Peshik Selan,
Elaya Pemelharan, Fajsk dan - Dana Alokas!
o | 2o | ooz | e Umum ey | Semus Kecamatan, Rp. 43,050,000 Fip. 43.050.000 Rp. 43.050.000 Ry 43.050.000
Cperasional atsu Lapangsn
i - Ka, Pestsk Gelman,
o | 209 | o005 | Pemetnwasn Make o oy | 2emua Kzcamatan,
‘Bemua KelDesa
. - Kas, Pesksh Calman,
o | zos | oos | MEmelamen Femisin danesn uﬁ:‘;m' ‘2emua Kecamatan, Rp. £.300.000 Fiz. 6.900.000 Rp. 5.500.000 Fin. 6.300.000
. Bemua KevDesa
. 208 | opoe | PememmwmERsnabibs Geang | -Dana dlckast | ] ¥as. Pesk aitan,
Hantar Lannga UmamiBAY | Semun salDess
Pemethwar/chaibast Sermnacan | L (- e Pest Setman,
o | 209 | 0010 | Prasarans Gedung Kamer 2 Lmum DAty | 2emus Kecamatan, AP, 46.082.000 Fm. 46092000 AP, 32.100.000 Rz 3840000
Bangunan Lairryd 2emua KeiDesa
Pemelnyas/Rshatikas 2xrans can | - Kas, Peskh Calman,
] zos | oot  Dana Alokas
s Bargunan Lainmya Zemua KerDesa
PROGRAM PENGUATAN IDECLOGI
02 FANCAZILA DAN KARAKTER Fp. £24.398.557 R, 324,593 557 Ap. B0EH5.468 Fp. 306,345,468
KEBANGRAAN
Farumusan Keslakean Tekris dan
Femantzzan Pelaisasan Sldang . - . .
2 | e iearempsiere Ap. £24.388.557 R £34.588 557 Ap. B0E 5468 Fp. 306,345,468
Kebangsaan
Penysunan Program Kerja d Bidang
léeclogl Wawnsan Kebargssan, Befa | oL |- Kes Pesti Setman,
02 | 201 | o001 | Wegars, Karker Sangsa, Pembauran | | T REH | Semus ecamatan,
Hegangsaan, Blnekz Tunggal ks dan 2emua KeiDesa
Eajaran Kabangsam
Peramusan Keskakan Teknis o
Eldarg Ieaiog! Viawasan A
02 | 201 | oona | Kebangsaen Sels Negara, Karakier | - Dana Alokast 1ab, Pesisk 2ciotan,
Bangsa, Pembauran umimDag) | Gem
Eineka Tungzal lka dan Sejaran ioes
Kebangsaan
Pelgksaraan Kebfaken dl Skiang L Pealy oo,
ool Wawae HenargrasnBela | o [ 2o deeam
2 | 200 | o003 | Wegara, Karakier Sangsa, Pembauran | (SR PRAH | SEREEEER
Kebangsaan, Sineka Tunggal ka dan e ——
Sejaran Kebangsam e
2emua KeiDesa
Pelaksanaan Koorcinas! o Bldang
eoiogl Wawasan Kebargssan, Beta | oL |- Kes Pesti Setman,
02 | 201 | oo | Wegars, Karker Sangsa, Pembauran | | T ROH | Semus Kecamatan,
Kebangsaan, Blreka Tunggal ba dan Zemua KelDesa
Eejaran Kebangsam
Felaisaraan Marlizrg Evabaasd dan
Peizgerzn ol Slzng losalogl A
. 201 | ooos | Wewesan kesangeaan, Geia Negars, | - Cuna Alokasi am::':;“ﬁ?‘
Karakter Bangsa, Pemzauran Umum §DA} Samum s
Hishangsaan, Blnekz Tunggal ks dan Voess
Eajaran Kanangsam
Fembenkan can Ferumbunan
Karsiter Keluarga Melaiul
Penighian Kesaderan Masyarskst | - Ka, Peshk Selman,
02 | 201 | o005 | akan Pentignye Pengrayasen gan | ;230 Alokst
ga Zemaz Zemua KelDesa
Aspek Kerldugan Bermasyarass,
Sermangea, nan Seregana
. - Kab. Pesisk Selmtan,
g2 | 201 | ooor |Pembinesn termaden st -Duma Alokast

emus HalTess
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Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Jumian
Tahun N
Kode Uralan Sumber Dana Lokasl
Tahun -1 Sebelum Sesudan Tahun +1
Betanja Tidak Belanja Tidak
Belanja Operasl |  Balanja Modal Ta"’;,w BelanjaTransfer |  Jumish(Rp) | BelanjaOperssl | Belanja Modal T“";,w Belanja Tranater | Jumizh (Rp)
[E—
”gﬂl“‘:"‘” - Hak Peskk Selztan,
oz am 0008 Pembemukan Faskioraka ’kﬂ'\n ‘Bemua Kecamatan, Rp. B24.599.557 Rp. 524.999.557 Rp. BDE 345,468 Rp. 206.345.458
s | ZmuseaiDen
Bitang Fengidian
B - Kak Pesh Selztan,
0z | ozt | oo | e e | i | 2emus ecamatan,
‘Bemua KelDesa
_ - sk, Pealab Bz,
02 201 | oote Sf'r:‘;:'::.f‘l‘;“ Fumapazkbiraka ua:": m‘ ‘emua Kecamatan,
Zemus KelDess
B - Kak Pesh Selztan,
oz | 2o | ooy | FinGEEaen Fumapmoaka Du | Oena SO | emus Kecamatan,
‘Bemua KelDesa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITI DAN LEMBAGA.
PENDIDIKAN MELALUI
03 FENDIDIKAN POLITIE DAN Fo 1101536414 Rp. 1.101.536.414 Rp. 1.1TESIEA14 Rp. 1.176.536.414
PENGEMBANGAN ETIKA BERTA
BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebljakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanasan Eldang
Fendidlian ol Etfa Suzaj
Poltik, Peningkatan Demolkrasl,
o | 2o Faslliael Kelembagasn 5 14015848 e SR | AnaTEmELls Fr. 1476538412
Femeririanan, Perwaidlan can Fartd
Poltlk, Pemilhan Umum/Pemilinan
U Kzzala Daerai, szriz
Pemantauan Situasl Poltfk
Fenysunas Program Kera o Bisang
Pendidlian Polffi, Etlka Sudaya
Poltik, Peningkatan Demolkrasl,
B - Kak Peshi Selztan,
s | 2o | pey | Fasimesiwernage - Dena Aok
Poltly, Pemiinen UrumiPemilinan Semua KielDesa
Umem kipala sz
Pemantauan Situas! Poltlk d Daerah
Penyegunan Banan Parumasan
Keb{akan di Sisang Pendiclkan
Foltly, Stz Sudaya Fellk,
Peanigkatan Demckras], Fasitast ) - K, Peshol Selran,
03 zo1 | ooz gai ana Alokaz|
Feryaiclan 2an Fartal Polbk, Zemus KelDess
Pemilinan Umum®emilhan Umum
Kepala Daerah, seria Pemantauan
Shuzsl Pl 3 Daeran
Peisksanaan Kebjakan di Siaang
Fendidlian ol Etfa Sugaye
Poltlk, Peningkatan Demolkrasl,
} - k. Peslsb B,
02 201 D00 Fasiitas! Kelembagaan HJM! ):_I‘D‘lf\
Poltlk, Femiing Urum/Pemiinan Semua KelDess
U Hegala Darai, seriz
Femaniauan Siuas Faltis d Sazran
Felsizamaan Kordnasl d Sldeng
Pendidlian Polffi, Etlka Sudaya
Lol -Dana Algiay | 35 Pehk Sslm,
03 zo1 | oood " s [ oana Hlokes Fo LI01536414 Ap 1101536414 | RmotaTES3EANS Rp. 1.17E.536414
Poltly, Pemiine UmumiPemilinan Samua KelDess
UM Kagala Dasran, seriz
Pemantauan Situas! Poltlk d Daerah
Felmsaraan Morlioring, Evalas dan
Pelaparan ol Sidarg Pencldkan P —
Poltlk, Efka Sudaya Polilk, ‘Zemua Kecamatan,
T I O e o T NSO i
- G2 Umumi{DAUl |- Kas Pk Gelman,
Fervaiclan can Fartal Fallk, e, Pratir Sl
Pemiian UmumiFemilhan Umam Jemun e
Kepala Daerah, seria Pemantauan
Shuzsl Pl 3 Daeran
B - Kak Pesh Selztan,
03 | 201 | 005 | Pemeseaan toes Pasiesa T ey | amua wacamatan,
‘Bemua KelDesa
FROGRAM FEMSERDATAAN AN
o4 PENGAWASAN ORGANISAZ Rp. 43.463.100 FRp. 43463100 Rp. 34.516.000 Rp. 34.916.000
HKEMASYARAKATAN
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Rincian Anggaran Belanja

Berdasarkan Program dan Kegiatan

Jumiah
Tahun N
Koo Uralan Sumber Dana Lokas|
Tahun-1 Tahun +1
Belanja Operaal |  Betanja Modal Belanja Tranafer |  Jumish(Rp) | BelanjaOpersal | Belanja Modal Belanja Tranafer |  Jumiah (Rp)
Farumusan Keskaian Teknis s
Femaniazan Faiasanan Blang
o4 am Pamberzyaan can Pergawasan Rp. 43.463.100 FRp. 43.463.100 Rp. 34.516.000 Rp. 34.916.000
Crganisas Kemasyraiatan
Panyusunan Program Kerja  Skiang
Pendafiaran Ormas, Pemberdaysan « Dana Aloias] - Kab. Pesisk Selman,
o4 am o001 Crmas, Evaluasl dan Medlas! umum (AL ‘Bemua Kecamatan,
Eengheta Crmas, Peng: ‘Bemua KelDesa
Crmas an Ormas Ashg di Daerh
Fenjusunan Banan Perumusan
Ketlaian ol Sisang Pendanzran A
Crmas, Femperdayaan Omas, - Dana Alokas! iz, Peslal Selean,
os | 2ot | ooz | SMES [ ena Aok
Crmas, Fengawasan Ommas dan Samus KelDess
Crmas Asing d Dasrsh
- Kai, Peksk Bel
Pelsksaraan Keojakan dl Skiang a:mua:mm':n
Pendafiaran Ormas, Pemberdaysan
se | 2ot | oo | -Danalokasl | Zemus KaiDesa
15, Evaluasl dan Medlas!
eiin s Permm—mn UMumDAL] |- Kao. Pesk Selman,
Crmas can Ormas Asing dl Daerzh g:m::zm‘:m“
Pelaksaraan Koorcinasl o Bldang
Pendafiaran Ormas, Pemberdaysan - - Kab. Pesisk Selman,
[ 20 | oo | Grees - ana Algkas]
Sangiata Crmas, eng ‘Zemus KelDess
Crmas can Crmas Azing ol Dasr
Feinsaraan Morliorng, Evalaas dan
Feiaporan ol Sideng Pencafiaran A
o | 2ot | ooes 5, P | ‘smanckast | IR REN R Rp. 41462100 e 43453100 AP, 34.596.000 An 34515000
Evaluas! dan Medlas] Sergketa. Umum (DAY} Zsmua KeiDesa : . : - -
Crmas, PFengawasan Ormas dan
Crmas Asing d Dasrsh
FROGRAM PEMEINARN DAN
15 FENGEMEANGAN KETAHANAN
EXDNOML 303IAL DAN BUDATA
Perumusan Kebljakan Teknis dan
05 20 Pemantagan Peiaksanaan Bidang
Ketahanan Exonomi, Sosial
Budaya
Feny.gunan Program Kerja d Bliang
Hatananen Exznami, Soslal, Buays A
se | 2o | opor | e Fasttasi Pencegaran -Dna lokas) | A Peshy Selwan,
Penyaiaguraan Nanctia, Fasitast | umum sy | Semes =
Kerdunzn Umat Seragama can Voesa
Pangnayat Kepercayasn o Dasrah
Fenjusunen Banan Perumusan R
Kablakan dl Skiang Ketshanz 1ab. Pesiak ctatan,
Exarcr, Bosal Budsya dan Zemua Kecamatan,
s a0 ooz ¥ - Dana Alokas] ‘Bemua KelDesa
g Umum DAL - Kak, Pesh Selzan,
Naritiea, Fasiitas! Kanunan Umat a
lemus Kecamatan,
Beragama dan Perghajat e et
Kepercayaan d Daeran
Pelaksaraan Hebjakan di Sidang
Ketahanan Exonomi, Sosisl, Budaya .
. 201 | popy | dan Fesitast Pencegeran - Dana Algkas am:nﬁ:gnﬁ?\
Penyalaguraan Narotia, Fasiitasl Umum (DAY} Zemua Kel
Kerdunan Umat Beragama can Voesa
Fangnayat Kaparcayaan o Daeran
Felnsaraan Kordnas ol Eloeng
Hatananan Ekcnomi, Sostl, Budaye i
- 201 | popy | dan Fasitast Pencegeran - Dana Algkas am:&szgwﬁ?\
Penyalaguraan Narotia, Fasiitasl Umum (DAY} Zemua Ke¥Desa
Kerukunan Umat Seragama dan
Penghayat Kepercayzsan ol Daerah
Paiskzaraan Meelizerg, Eval.ad dan
Feiaooran ol Sidarg Ketananan
Exrom, Bosial, Budeya dan 5 - Han, Pestsk Gelman,
s | zo1 | oms g [penadokasl | aemus Kecamatan,
Nerkotlka, Fasiitas] Kendkunan Umat ‘Bemua KelDesa
Beragama dan Pengh:
Kepercayaan ol Dasrah
FROGRAM FENINGKATAN
KEWAZPADARN NAZIONAL DAN
6 FENINGKATAN KUALITAZ DAN Rp. 215.000.000 R0, 215000000 Rp. 257577.500 R, 257877500
FAGILITAZ PENANGANAN KONFLIK
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Rincian Anggaran Belanja

Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kods

‘Sumber Dana

Jumizh

Tahun -1

Tahun N

‘Sebelum

Belanja Operss|

Belanja Thdak
nga

Belana Transter

Jumish (Rp)

Balanja Operas|

Balanja Modal

Belanja Thiak
me

Betanja Transter

Jumish (Rp)

Tahun +1

Perumusan Kesjpaikan Tekris dan
Pelzksaraan Pemantzcan
Kewaspadaan Nasknal can
Penanganan Koeflk Sosial

Fp. 215.000.000

Rp. 215.000.000

Rp. 257.577.500

Rp. 57.977.500

o031

Penyssunan Program Kera d Bidang
Kewaspadaan Dinl, Kera 2ama
Irseljen, Femaniauan Crang Asig,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
artar Negar, Fasiitas] Kelemiagaan
Eidang Kewspadaan, sera
Penangaran Koeflk d Dasrah

- Dana Alokas
Umum (DAL}

- Kai, Peshii Geiman,
‘Semua Kecamatan,

‘Bemua KeVDesa

Panyussunan Eahan Perumusan
Kabjakan ol Sisang Kewaspasasn
Dinl, Keqa 2ama inteljen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerla Asing dan Lembaga Asing,
Kewasgadaan Ferbatasan amar
Negara, Fasiitas] Kslembagaan
Eidang Kewspadan, sera
Penanganan fonflk d Daerah

- Dana Alokas
Umum (DAL}

- iz, Peshol Selman,
‘Semua Mecamatan,

‘Bemua elDesa

- i, Peshol Selman,
‘Semua Mecamatan,

‘Bemua HelDesa

o000z

Peigisanaan Kebjakan ol Sksang
Kewasoadaan DinL, Keta Sama
Fristlen, Femariauan Crang Asig,
Tenaga Keja Asing can Lemiaga
Ferbaiazan

- Dana Alokasl

- i, Peshol Deltan,

Aag,

anvar Negar, Fasiitasl Kelemagaan
Eidang Kewaspadasn, sera
Penangaran Koefik df Dasrah

Zemua elDesa

Pelzksaraan Koordinasl o Sldang
Kewaspadaan Dinl, Keta 2ama
Ireeljen, Femaniauan Crang Asihg,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
artar Negar, Fasiitas] Kelemiagaan
Eidang Kewspadaan, sera
Penanganan Koefik d Dasrah

- Dana Alokas
Umum (DAL}

- Ko, Paskl Balxan,
‘Semua Kecamatan,

‘Bemua KeVDesa

Rp. B5.000.000

Fp. £5.000.000 Rp. 152.000.000

Rp. 152.000.000

Pelsksaraan Mertioring, Evalas dan
Pelaporan di Sldarg Kewaspadaan
Dinl, Kera Sama ineljen,
Pemantauan Orang Asing, Teraga
Karla Asing dan Lembaps Asing,
Kewasadaan Ferbatasan amar
Negara, Fasiitas] Kslembagaan
Eidang Kewspadaan, sara
PFenangaran Koeflk d Dasran

Dana Algkasl
Umum (DAL

- i, Peshol Daltan,

Pelzksaraan Forum Hoondinas!
Fimginan Ds

- Dana Alokas

- Kai, Peshii Geiman,
‘Semua Kecamatan,

‘Bemua KeVDesa

Rp. 130.000.000

Rp. 130.000.000

Rp. 105.577.500

dumiah

Fp. G.609.508 665

Ap. E6M9.500685 | Rp. 6.420.360.836
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BAB V
PENUTUP

Dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan
yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan
dan kendala pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dipilih sasaran yang akan dicapai
dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu

strategis yang ada.

Perubahan Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam
rangka penguatan peran serta stakeholder dalam pelaksanaan rencana kerja, serta

sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2025 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung
dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh pemangku kepentingan pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja 2025 ini sebagai acuan pelaksanaan
program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan tahun 2025 serta untuk mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pesisir Selatan demi menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI
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